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vABSTRAK
Julyadin Bafadhal. 30600109013. 2014. KONFLIK NEGARA DAN
MASYARAKAT“ Studi Regulasi Pemerintah Kabupaten Bima terhadap proyek
pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. Skripsi Jurusan Ilmu
Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
bagaimana konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima akibat dari
Regulasi Pemerintah Kabupaten Bima terhadap penambangan di Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima-NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau
metode kualitatif, data yang diperoleh adalah melalui metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah pertama; Bagaimana peta konflik yang terjadi antara
Masyarakat dengan Pemerintah. kedua; seperti apa pola hubungan antara
Masyarakat dengan Pemerintah di Kabupaten Bima. Dari hasil penelitian penulis
tentang konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat yang diakibatkan oleh kebijakan dan regulasi Pemerintah
Kabupaten Bima terhadap proyek pertambangan yang ditujukan kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara Persada yang berlokasi di Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ini oleh penulis menyimpulkan bahwa:
pertama; Bupati Bima H. Fery Zulkarnain ST terlalu lamban mengantisipasi
aspirasi Masyarakat, Aksiprotes Masyarakat itu dianggap sepele oleh Bupati
Bima. Pascaperistiwa di Pelabuhan Sape Bupati tidak langsung mencabut izin PT
Sumber Mineral Nusantara. Baru setelah terjadi eskalasi, pembakaran kantor
Camat Lambu dan Kantor Bupati Bima, baru Bupati mencabut izin tersebut.
Bupati Bima terkesan sangat tidak peka melihat perkembangan eskalasi konflik
yang kian membesar dari pergerakan warga Masyarakat Kecamatan Lambu.
kedua; Peristiwa konflik di Lambu dibingkai sebagai peristiwa tindakan anarkis
massa yang merugikan. Lombok Post menyatakan tidak melakukan keberpihakan
dan juga mencoba untuk berimbang serta menggunakan pendekatan Jurnalisme
damai dalam pemberitaannya, namun pada prakteknya peneliti masih merasa
Lombok Post melakukan keperpihakan. Pemilihan dan penempatan Narasumber
yang dilakukanoleh Lombok Post lebih banyak menampilkan pihak aparat dan
sedikit pihak dari Masyarakat Lambu untuk memberikan pernyataan. ketiga;
Konflik Lambu merupakan konflik fertikal antara pemerintah dan masyarakat atau
konflik Negara dan Masyarakat. konflik  yang bersumber dari keputusan sepihak
Bupati Bima H. Fery Zulkarnain ST yang menerbitkan Izin Penambagan No.
188/2010 kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada, tanpa terlebih dahulu
mengkomunikasikan dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat Kecamatan
Lambu.
Kata Kunci: Konflik, Negara, Kebijakan, Regulasi
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A. Latar belakang masalah
Masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan dimasyarakat hari ini
adalah berbicara masalah kebijakan Pemerintah terutama dalam konteks kebijakan
publik.Oleh sebab itu, hampir semua Negara menempatkan variabel Kebijakan
Publik sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan Bangsa
dan Negara.
Di zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan
silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok
mengalami disfungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain
yang akan mengakibatkan konflik.
Sistem pemerintahan Indonesia berkembang kearah yang makin
mencirikan kapitalistik. Ciri tersebut  menghambat proses demokratisasi di
Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan pemaknaan kembali atas konsepsi
hubungan Negara dan Masyarakat dalam konteks demokratisasi, serta pemulihan
kehidupan politik dan ekonomi dalam arti luas. Pada saat pemerintahan Habibie
keresahan ini dijawab dengan dikeluarkanya kebijakan desentralisasi kewenangan
pemerintahan, khususnya mengenai Otonomi Daerah yang tertuang dalam
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah atau yang
1
2lazim kita sebut desentralisasi yang sekarang telah direvisi menjadi UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.1
Otonomi Daerah yang lahir dalam suasana revormasi secara nyata telah
membawa dampak yang lebih luas terhadap kehidupan politik lokal.Pelaksanaan
otonomi daerah yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999. Jika pada masa Orde
Baru DPRD hanya sebagai “tukang stempel“ dan kedudukannya di bawah
eksekutif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan
dapat memberhentikan kepala Daerah, sehingga dengan berbagai pertimbangan
UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
pemerintah Daerah.2
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut
memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas,
nyata dan bertanggung jawab.Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing
daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber
pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan
dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan
pemerintahan maupun pembangunan daerahnya.
1Rozali Abdulah Pelaksanaan Otonomi luas  dengan pemilihan kepala daerah secara
langsung.Divisi buku perguruan tinggi,Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005. hal. 49
2Jazim Hamidi Teori hukum dan konstitusi. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008. hal.72
3Memang harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu sejalan. Tujuan atau
harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya
mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia.Masih banyak
permasalahan yang mengiringi berjalanan otonomi daerah di
Indonesia.Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar
tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.
Pemberian Otonomi Daerah telah memberikan keleluasaan kewenangan
dengan segala kelebihan dan kekurangannya bagi daerah untuk menatanya.
Dampak positif dari kewenangan yang lebih luas  kepada daerah telah melahirkan
aktor-aktor politik, memperluas ruang publik, meningkatkan aktifitas politik lokal
dan dinamika politik lokal. Sehingga pergeseran konsentrasi kekuasaan makin
membukakan peluang bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi proses
politik.3
Banyak kasus yang menunjukan bahwa perubahan-perubahan tersebut
telah berkembang menjadi ketegangan yang mengarah pada konflik Vertikal dan
konflik  Horisontal, konflik Negara dengan masyarakat, konflik masyarakat
dengan masyarakat yang terbuka sebagai akibat dari berbagai kompetisi
kepentingan.
3Rozali Abdulah Pelaksanaan Otonomi luas  dengan pemilihan kepala daerah secara
langsung.Divisi buku perguruan tinggi,Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005. hal.72
4Dengan ketegangan yang  mengarah pada perubahan-perubahan perilaku
masyarakat konflik dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus
yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para
partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa
kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan
yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling
tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta
huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan
lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan
pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok
yang seharusnya menjadi lawan mereka.4
Seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau
agresi.Contohnya dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman
erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu
masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-
masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan klienya, tetapi setelah
meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran
untuk membicarakan masa lalu. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam
4Soekanto, Soerjono. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006. hal. 94
5hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan
non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan.
Konflik Negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk
dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. Bentuk konflik Negara dan
Masyarakat yang lazim terjadi biasanya berhubungan dengan proses pembuatan,
perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks
kebijakan publik maupun pengisian jabatan publik di daerah, seperti menempatkan
golongan, keluarga dan teman oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Tetapi tidak
jarang konflik Negara dan Masyarakat dipicu oleh persoalan pribadi dan
persaingan politik antar elit.Sehingga berakibat pada terabaikannya tugas-tugas
pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.
Salah satu contoh yang merupakan konflik Negara dan Masyarakat yang
terjadi di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu adalah adanya ketidak sesuaian
keinginan antara Bupati Bima selaku kepala Eksekutif dan masyarakat Bima.
Konflik menjadi semakin jelas ketika Bupati Bima mengeluarkan surat keputusan
(SK) NO. 188 Tahun 2010 tentang proyek pertambangan di tiga kecamatan di
kabupaten Bima.
Pengambilan kebijakan tentang pertambangan emas di Kabupaten Bima
ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang
akan memicu konflik di Kabupaten Bima yang dilakukan oleh elit internal dalam
birokrat dengan masyarakat sekitar panambangan. Kebijakan penambangan ini
berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni; konflik antara
6pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni; konflik yang
terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Melihat fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber konflik
bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan
kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.
Jika di pelajari secara lebih seksama, sistem pemerintahan Daerah yang
baru, tersirat bahwa dari UU No 22/1999, sebetulnya tersirat keinginan untuk
membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dimana proses politik
dan pemerintahan bekerja secara lebih efektif. Selain itu UU ini juga merupakan
upaya perombakan total dari UU yang sebelumnya (UU No 5 tahun 1974) yang
sangat sentralistik. Yang mana pada saat ini terlihat sedang berlangsung arus balik
kakuasaan dari pusat ke daerah. Dengan redaksi yang lain dapat dikatakan bahwa
pemerintahan daerah yang dirancang melalui UU No 22/1999 secara total ingin
menggeser satu titik fokus ke titik fokus yang lainnya. Artinya, sistem
pemerintahan daerah berdasarkan UU No 22 tahun 1999, mencoba mengganti
konsep pemebangunan yang selama ini diterapkan pemerintah orde Baru, yaitu
dari sentralisasi ke desentralisasi.5
5Brata Kusuma, Deddy Supriadi,Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta :PT
Gramedia Pustaka Utama. 2008. hal, 63
7Kebijakan Otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh
melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien
dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang
semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan
pembangunan yang lebih adil dan lebih merata.Masing masing daerah otonom
didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai
kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing.6
Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih
mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global
yang semakin ketat.
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pola hubungan masyarakat dan
Pemerintah daerah Kabupaten Bima, maka penulis mengangkat judul: KONFLIK
NEGARA DAN MASYARAKAT “studi tentang regulasi Pemerintah Kabupaten
Bima terhadap Proyek pertanbangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima “
6Rozali Abdulah Pelaksanaan Otonomi luas  dengan pemilihan kepala daerah secara
langsung.Divisi buku perguruan tinggi,Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005. hal.93
8B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kronologis konflik yang terjadi antara Negara dengan Masyarakat ?
2. Bagaimana peristiwa disharmonis antara pemerintah dengan masyarakat setelah
dikeluarkan SK No. 188 Tahun 2010 tentang pertambangan di Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima.?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana kronologis konflik antara pemerintah (Eksekutif)
dengan Masyarakat dengan dikeluarkannya SK Bupati No. 188 Tahun 2010
tentang proyek pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui peristiwa yang menggambarkan hubungan disharmonis
antara pemerintah (Eksekutif) dengan Masyarakat setelah dikeluarkannya SK
Bupati No. 188 Tahun 2010 tentang proyek pertambangan di Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima. Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis
Dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu masyarakat untuk
mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan dan Impolementasi
Kebijaka dalam konteks kebijakan publik.
92. Manfaat secara praktis:
a) Menambah dan memperdalam keterampilan peneliti terutama yang
berkaitan dalam Implementasi kebijakan publik.
b) Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis selain yang dapat
mengetahui sejauh mana pengetahuan mengenai implementasi kebijakan
publik sehingga dalam penerapan dan pengimplementasian kebijakan di
daerah dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan NKRI tercinta ini.
D. Metodologi penelitian
1. Jenis Penelitian
Tipe yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik
analisis deskriptif. Metode survei adalah  penyelidikan yang diadakan untuk
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik
dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.7
Dengan melihat defenisi diatas peneliti melakukan survei untuk mencari
fakta-fakta mengenai bagaimana Konflik yang terjadi antara Negara dan
Masyarakat yang terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima akibat dari
dikeluarkannya SK Bupati Bima No. 188 tahun 2010 yang ditujukan kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara (SMN)
Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer maupun data
sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan,
7Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian,Cet.XIV ; Jakarta:RienakaCipta,2010. Halaman. 32
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baik melalui observasi, kuesioner, dan kegiatan wawancara mendalam (in-depth
interview) yang dilakukan pada responden maupun pada informan.Sedangkan
data sekunder merupakan data yang diperoleh baik berupa dokumen-dokumen
dari pemerintah, masyarakat ataupun pihak lainnya yang berkaitan, serta
literatur-literatur yang menunjang data ataupun deskripsi kondisi yang berkaitan
dengan penelitian.8
Dalam melakukan pengumpulan data primer, peneliti telah menyiapkan
kuesioner dan panduan wawancara mendalam yang diperlukan untuk menjaga
konsistensi arah pengambilan data.Pada dasarnya, kedua metode ini
(pengumpulan data primer dan sekunder) dilakukan agar data dan fakta yang
digali lebih komperhensif dan tidak berkecenderungan subjektif.
Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka
cara-cara yang digunakan untuk menghimpun data mengenai keadaan
masyarakat, kebudayaan dan regulasi pemerintah Kabupaten Bima terhadap
proyek pertambangan dilakukan dengan beberapa metode.Dengan demikian
penelitian kualitatif adalah upaya untuk mengetahui sesuatu hal dengan cara
mengungkapkan atau menganalisis hal-hal yang ada di lapangan secara
fundamental dan tergantung pada pengamatan yang rasional.9
8Sugiyono, metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D. bandungAlfabeta, (2008)
halaman. 22
9Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010
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2. Variabel dan Indikator Penelitian
Adapun variabel-variabel yang akan diteliti yang berkaitan dengan
Konflik Negara dan masyarakat dan regulasi Pemerintah Kabupaten Bima
terhadap proyek pertambangan yang ada di kecamatan lambu yaitu:
1. Kronologis Konflik yang terjadi di masyarakat kecamatan Lambu.
2. Hubungan dan tingkat interaksi sosial masyarakat kecamatan Lambu
3. Hubungan masyarakat dengan pemerintah setelah dikeluarkannya SK bupati
Bima
Desain penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi penuntun mulai dari
persiapan sampai pada pelaksaan penelitian.Langkah awal dari penelitian ini
dimulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setelah itu dilakukan
kerangka konseptual yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti
berdasarkan kajian teori. Berdasarkan uraian teori yang diperoleh dari berbagai
buku inilah maka dilanjutkan pada tahap mengidentifikasi variabel dan
membuat desain penelitian, mengoperasionalkan variabel, menentukann
populasi, menentukan jumlah sampel yang akan diteliti serta menetapkan
teknik-teknik pengumpulan data.
Setelah tahap-tahap tersebut selesai maka dilanjutkan dengan menyusun
daftar pertanyaan yang akan menjadi pedoman dalam wawancara di lapangan.
Disamping itu juga dilakukan pengurusan izin yang akan digunakan sebagai
pengantar untuk memperoleh kemudahan penelitian. Selanjutnya dilakukan
pengumpulan data.Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk tabel dan
12
dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan penelitian yang kesemuanya
disusun dalam bentuk skripsi.
3. Populasi dan Sampel
1) Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut
masalah yang diteliti Yaitu unit yang ciri-cirinya akan diduga dalam usaha
untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan.10
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah
himpunan semua obyek yang akan diteliti. Mengingat bahwa dalam
penelitian ini terdapat dua kategori populasi maka populasi dibagi atas dua
strata.Strata I yaitu pemerintah dan strata II yaitu masyarakat kecamatan
lambu.
2) Sampel
Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan
dianggap mewakili seluruh populasi.11 Dalam penelitian ini yang menjadi
sampel adalah beberapa orang dari masyarakat yang ada di beberapa desa di
kecamatan lambu kabupaten bima, dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu
orang-orang yang berperan langsung terhadap permasalahan yang akan
diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah rensponden
10Sugiyono, metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D. bandungAlfabeta, (2008)
halaman. 22
11Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010. Halaman. 19
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sebanyak 10 orang yaitu orang-orang yang terlibat langsung pada peristiwa
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
1) Teknik pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan cara sebagai berikut:
a. Teknik observasi Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian12
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan
yang merupakan lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran umum tentang lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta
beberapa hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Teknik wawancara
Wawancaracara adalah mengadakan tanya jawab langsung dengan
menggunakan pedoman wawancara untuk wawancara bebas atau
wawancara dengan menggunakan kuesioner (alat perekam) untuk
wawancara berstruktur.
c. Teknik kepustakaan
Teknik ini dilakukan untuk mempelajari tentang teori-teori atau
konsep-konsep untuk memperoleh data yang teoritis yang berkenaan dengan
12---------------Prosedur Penelitian,Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010. Halaman. 21
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hubungan masyarakat dengan pemerintah terkait dengan regulasi
pemerintah di kecamatan lambu kabupaten bima
d. Teknik dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data secara selektif yang
menggunakan dokumen-dokumen atau hasil penelitian yang telah tersedia
pada bahan atau instansi. Sehubungan dengan obyek dan permasalahan yang
diteliti.13
Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dalam rangka
menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha
mengumpulkan data dari beberapa desa yang ada di kecamatan lambu
kabuupaten bima dan data lain yang diperlukan dalam penulisan ini.
e. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai
status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dan karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka
teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik anlisis deskriptif kuantitatif
13Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian, Cet.XIV ; Jakarta:Rienaka Cipta, 2010. Halaman.21
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digunakan dengan memasukan dalam tabel persentase, sedangkan teknik
analisis deskriptif kualitatif adalah uraian dari tabel-tabel persentase.14
E. Tinjauan Pustaka
Dari penelusuran yang telah dilakukan penulis temukan ada beberapa judul
tulisan yang menuliskan terkait dengan konflik negara dan masyarakat yaitu:
1. Karya Ahmad Firdaus.
Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Pejuang Republik
Indonesia (UPRI) Makassar Tahun 2009 dengan Judul: KONFLIK SOSIAL DI
INDONESIA "Studi Tentang Hubungan Kepemimpinan Desa dan
Kecamatan“.15Terdapat dalam penulisan tersebut bahwa terjadinya Konflik adalah
oleh karna adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu
interaksi.perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik,
kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya sehingga
mendatangkan konflik sosial di masyarakat.
Perbedaan ini dapat pula menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan
budaya.Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan
individu. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses
industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai
lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat
14Sugyono, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R & D. bandungAlfabeta, (2008)
halaman. 49
15Ahmad Firdaus., dikutip dari abstrak Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas
Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar Tahun 2009 dengan Judul: KONFLIK SOSIAL DI
INDONESIA "Studi Tentang Hubungan Kepemimpinan desa dan kecamatan
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berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu
seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah
yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.Hubungan kekerabatan bergeser
menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal
perusahaan.Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai
tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi
pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia
industri.
2. Karya Muhammad Erwin.
Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Pablik Universitas Muhamadiyah Makassar
2010. Dengan Judul: KONFLIK SOSIAL “Analisa terhadap risiko Pertambangan
Rakyat di Kendari Sulawesi Tenggara”16 Dalam desertasi ini dibahas bahwa
Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui),
mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak
lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan
pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat
diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti)
baru.Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya
penemuan.
16Muhamad Erwin., Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Pablik Universitas Muhamadiyah Makassar
2010. Dengan Judul: KONFLIK SOSIAL “Analisa terhadap risiko Pertambangan Rakyat di Kendari
Sulawesi Tenggara”
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Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk
mengaturnya dalam undang-undang (UU).UU yang berkaitan dengan kegiatan
pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan
Pertambangan.Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola
Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing.Berdasarkan ketentuan KK,
investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal.Di dalam
bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan
atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil.
Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.
Menurut apa yang dibahas dalam Desertasi ini bahwa adapun yang perlu
diwaspadai jika konsep pengelolaan menggunakan konsep Tambang Rakyat
adalah:1. Tambang Rakyat selalu menjadi jalan masuk untuk tambang skala besar,
2. Tambang Rakyat berpotensi menjadi daerah tak bertuan, 3. Tambang Rakyat
mengundang konflik horizontal, 4. Tambang Rakyat mengundang keterlibatan
cukong, pedagang merkuri, pedagang emas dan aparat.
3. Karya Ahmad Nawawi
Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanudin tahun 2007. Dengan
Judul: KONFLIK PAPUA“ Studi terhadapTuntutan Gerakan Separatis
Organisasi Papua Merdeka (OPM)“17terjadi berbagai kebijakan. Dalam
kesimpulan dari isi skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nawawi ini penulis
17Ahmad Nawawi., Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanudin tahun 2007. Dengan
Judul: KONFLIK PAPUA“ Studi terhadapTuntutan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka
(OPM)“
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mengambil beberapa poin yang berkenaan dengan penelitian ini. bahwa yang
dapat mengakibatkan terjadinya konflik baik itu yang terjadi di setiap kabupaten
atau kota yang ada di Indonesia adalah prodak aturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, sehingga dalam pengambilan kebijakan kebijakan jangan hanya
berpihak ke salah satu daerah saja karena akan menimbulkan kecemburuan sosial
tiap daerah sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.
Bahwa dengan beragamnya Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal Secara
singkat menyadari eksistensi orang Papua untuk menggali dan mengembangkan
unsur-unsur budaya lokal.Tetapi, kelihatannya penguasa melalui aparat militer
melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai ancaman. Seperti dibunuhnya
Arnold Ap dengan cara yang melukai hati orang Papua khususnya dan
kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut, menjadikan
identitas dan nasionalisme Papua makin mantap menopang tuntutan Papua
Merdeka.
Sehingga inilah yang menjadi dasar bahwa saudara Ahmad Nawawi meneliti
soal konflik papua yang meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror,
penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan
berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA
secara paksa untuk berbagai keperluan, seperti HPH, transmigrasi, pertambangan,
dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Sehingga menarik perhatian bahwa
Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan konflik-
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konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya nasionalisme Papua
yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama puluhan tahun.
F. Kerangka Teori
Dalam Ilmu sosial, dikenal beberapa teori yang dapat dijadikan acuan
untuk menelusuri berbagai masalah konflik yang ada di tengah masyarakat. Secara
Implisit persoalan konflik memang relatif  beragam, akan tetapi akar persoalan
konflik biasanya memiliki sifat universal, yang dapat berlaku pada masyarakat
manapun. Berikut Beberapa teori yang dapat penulis jadikan acuan dan pisau
analisis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Teori Konflik
Menurut Soerjono Soekanto,18 konflik merupakan suatu proses sosial di
mana orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan
jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Dari pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-
orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman
kekerasan.Dalam bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekadar
untuk mempertahankan hidup dan eksistensi.
Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan
permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.19Manusia
merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya
18Soekanto, Soerjono. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006.hal. 79
19Susan, Novri.. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kotemporer. Jakarta: Kencan. 2011.
.hal, 95
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serta alam lingkungan di sekitarnya.Dengan menggunakan pikiran, naluri,
perasaan, keinginan manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan
lingkungannya.Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang
berkesinambungan dalam suatu masyarakat.20
Kebutuhan manusia akan saling berinteraksi antara manusia yang satu
dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan
dengan manusia, karena hanya manusia saja yang dapat hidup bermasyarakat yaitu
hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai
penanggung jawab hak dan kewajiban. Sebaliknya manusia juga tidak dapat
dipisahkan dari masyarakat sebab seorang manusia tidak akan dapat melakukan
segala aktivitansnya dengan sendiri.
Dalam suatu kebutuhan sosial terdapat suatu sistem sosial yang merupakan
alat bantu untuk menjelaskan kelompok-kelompok sosial. Alat bantu ini bertitik
tolak dari pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu sistem
yang saling berkaitan satu sama lain.Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia
tidak hanya berpikir dan mencetuskan ide-ide.Manusia juga tidak hanya berharap
dan mencita-citakan sesuatu yang baik. Manusia pun berusaha mewujudkan apa
yang dipikirkan dan dicita-citakannya. Untuk itu manusia harus malakukan
berbagai aktivitas, dan manusia tidak melakukan aktivitas-aktivitas tersebut secara
individual melainkan secara sosial. Hanya melalui kerja sama dengan orang lain,
20Subando Agus Margono, (2000), Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik;
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.halaman.67
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manusia berhasil mewujudkan cita-cita individual dan itu termasuk dalam
kebutuhan sosial.
Dalam memenuhi hasratnya dalam bersosialisasi Setiap masyarakat-bangsa
mempunyai pandangan hidup. Umumnya pandangan hidup menyangkut eksistensi
manusia di dunia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan
alam dunia, itu sangat tergantung dari pengalaman-pengalaman konkret yang
diperolehnya ketika ia berhadapan dengan realita-realita tersebut. Pada dasarnya,
apa yang disenut pandangan hidup itu berkaitan erat dengan sikap manusia
terhadap Tuhannya, terhadap sesamanya, serta terhadap alam dunia yang
melingkunginya.
Namun perlu juga diperhatikan bahwa hubungan antara pandangan hidup
dengan perilaku ataupun tindakan manusia tidaklah bersifat searah, melainkan
bersifat timbal-balik. Tidak hanya pandangan hidup yang mempengaruhi tindakan
manusia, sebaliknya tindakan manusia pun paa gilirannya akan kembali
mempengaruhi pandangan hidupnya.
Manusia membutuhkan cinta seperti halnya ia membutuhkan makanan dan
minuman. Karena itu apa yang disebut cinta itu harus terus menerus diupayakan
terwujud agar manusia tidak kekurangan “gizi” rohani. Di dalam cinta terjadi pula
perjumpaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan menyebabkan
manusia terus menerus bertumbuh, berkembang menjadi manusia sejati.21
21Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. halaman, 97
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Manusia adalah makhluk individual-sosial. Sebagai individu setiap
manusia adalah unik, khas, dan tidak memiliki persamaan dengan individu lain.
Setiap individu lahir dengan martabat yang luhur, dan dengan hak-hak asasi
sekaligus kewajiban-kewajiban asasi yang harus dihormati serta dijunjung tinggi
oleh siapa pun.Namun sebagai individu manusia justru memiliki keterbatasan yang
tidak dapat diatasinya sendiri.Keterbatasan ini tampak paling kentara dari segi
jasmaniahnya. Untuk membatasi keterbatasannya ini manusia butuh kehadiran dan
peranan orang lain. Kebaikkan dan kebahagiaan hanya dapat diraih apabila
seorang manusia hidup dengan manusia lain.
Salah satu prinsip moral dasar bagi kehidupan manusia. Jika prinsip ini
dilaksanakan, manusia akan mampu membangun corak kehidupan bersama yang
memungkinkan setiap pribadi bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan
dasar kodrat kemanusaiaannya, yakni menjadi manusia yang utuh. Penerapan
prinsip ini akan memungkinkan terealisasikannya kesejahteraan sosial yang
merupakan tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain,
penerapan prinsip keadilan akan memungkinkan terciptanya stabilitas sosial yang
merupakan syarat dasar bagi pengembangan diri manusia dan masyarakat.
Adapun Konflik yang akan di ulas dalam penelitian ini adalah “konflik
negara dengan masyarakat” konflik yang terjadi akibat dari kebijakan pemerintah
yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. untuk lebih memudahkan mencari
definisi mengenai konflik negara dan masyarakat yang di maksud serta bersesuai
dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, maka penulis
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mengangkat paparan konflik menrut Manan Imran. Konflik adalah suatu keadaan
dimana hubungan dalam masyarakat berlangsung tampa memperhatika nilai,
norma, dan tata aturan yang berlaku, dimana orang atau kelompok di atas
kepentingan umum. Sehingga dapat menimbulkan pertikaian, pertentangan,
kekacauan dan ketidakselarasan.Juga dapat dikategorikan sebagai salah satu hasil
interaksi sosial.Dapat pula didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau
lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki
sasaran-sasaran yang tidak sejalan.22
Sehingga Konflik adalah satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari
dan sangat dinamis. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai
masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita memiliki maksud yang sama, atau
ketika satu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain. Kemungkinan
lainnya, perbedaan itu dapat di lihat sebagai salah satu sumberdaya yang menuntun
kita pada pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah, dan perbaikan
situasi yang sedang di hadapi.
Konflik tidak selalu berarti kondisi dari suatu proses negatif.  Dalam hal ini
konflik adalah salah satu dari faktor positif yang paling kuat untuk perubahan
dalam suatu masyarakat.Konflik menggambarkan kepada kita bahwa ada sesuatu
yang salah.Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah hikmah dibalik
22Antoro KS. 2010. Konflik-konflik sumberdaya alam di kawasan
pertambangan(Internet).[diunduh 5 Februari 2014]. Sindo. Ekbis: (tidak ada nomor halaman dan
kolom). Dapat diunduh dari: http://ekbis.sindonews.com/read/2013/03/03/8/723526
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terjadinya konflik. Dalam Islam, konflik bukanlah sebagai tujuan namun lebih
sebagai sarana untuk memadukan antara berbagai hal yang saling bertentangan
untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individual dan dari
kejelekan-kejelekan, sehingga tidak membiarkan perbedaan-perbedaan itu menjadi
penyebab adanya permusuhan. Karena sesungguhnya manusia berasal dari asal
yang sama. Seperti dijelaskan pada (QS.An Nisaa) ayat 1 yang berbunyi:
                                
                               

Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.
An Nisaa' ayat 1)
Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya manusia
berasal dari asal yang sama. Dari ayat di atas, islam mengajarkan pentingnya untuk
toleransi menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia baik
secara fisik maupun psikis. Pemikiran budaya dan lain-lain agar jangan sampai
memicu konflik dan mengakibatkan perseteruan dan permusuhan.Konflik memang
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sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Namun, jangan sampai terlarut
dalam konflik yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan yang tidak ada
solusinya yang justru akan merusak hubungan antar manusia dan akan merugikan
manusia itu sendiri.
Surat An-Nisaa’ diatas merupakan penetapan nilai persaudaraan yang
dimaksudkan sebagai pedoman hubungan antar kelompok manusia yang disebut
Al Qur’an diatas.Nilai ini harus menjadi landasan masalah multikulturalisme,
multiagama, multibahasa, multibangsa dan pluralisme secara umum, karena Al-
Qur’an menganggap perbedaan ras, suku, budaya dan agama sebagai masalah
alami (ketentuan Tuhan).Justru itu, perbedaan tadi tidak boleh dijadikan ukuran
kemuliaan dan harga diri, tapi ukuran manusia terbaik adalah ketaqwaan dan
kesalehan sosial yang dilakukannya. Ini yang dimaksud firman Tuhan dalam (Qs.
Al-Hujurat ayat 13) sebagai berikut:
                                   
           
Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. (Qs. Al-Hujurat ayat 13)
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Masyarakat sering dihadapkan pada konflik untuk mendapatkan dan
memperjuangkan sumberdaya langkah yang tidak jarang disertai dengan
kekerasan. Konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok
kepentingan dimana diantaranya memiliki sasaran-sasaran yang tidak sama dan
serasi. Diantara kolompok-kelompok tersebut memliki perbedaan taraf kekuasaan
dan wewenang. Demikian pula dengan distribusi dan alokasi sumberdaya yang
langka di antara kelompok  masyarakat tidak selalu seimbang.
Dengan pemaparan teori konflik sebagaimana diuraikan diatas, terminologi
konflik menjadi lebih muda di pahami. Konflik yang diartikan sebagai perwujudan
pertentangan antara dua pihak yang di sebabkan oleh perbedaan perasaan,
pandangan, sistem nilai dan kepentingan dalam upaya mempengaruhi atau
menentukan proses pembuatan kebijakan dan pengisian jembatan-jembatan publik.
Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah birokrasi (Eksekutif, Politisi,LSM, dan
massa yang terorganisir). Sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-
kekuatan politik yang merebutkan kuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang
luar.Konflik yang dimaksud merujuk pada hubungan antara kekuatan politik baik
individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak
sejalan.
Maka untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik
berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang dan kalah
masing-masing pihak, yaitu:
1. Posisi Kalah-Kalah (Menghindari konflik)
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Menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan
mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak
tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk
mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya
tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain.23 Cara
ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak
terlalu penting.Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita,
sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan.
2. Posisi Menang-Kalah (Persaingan)
Memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah.
Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan
bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya
pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya,
sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak.
Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang
merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya
digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat
dan tegas.
3. Posisi Kalah-Menang (Mengakomodasi)
23Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. Hal. 49
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Yaitu kita kalah dan mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi
mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan
untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar.Gaya ini juga
merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik
tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan.Mengalah dalam hal ini
bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan
penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak.
Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak
lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita
bersama bisa menuju ke kuadran pertama.24
4. Posisi Menang-Menang (Kolaborasi)
Ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama.
Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui
konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai.
Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat
mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim
satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak
untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang
kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak
memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan
24Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. Hal. 54
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berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan
tersebut.25
Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola
dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak
di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak
melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang.26
Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal
yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai
maupun keyakinan yang dianut oleh individual atau kelompok yang terlibat dalam
konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah
justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif.
Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai
Negotiation Triangle,27 yaitu terdiri dari : 1. Heart yaitu karakter atau apa yang
ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi. 2. Head
yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. 3.
Hands yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi
yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian
dalam bernegosiasi
25Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006. hal,
57
26Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo, (2006). hal,
61
27Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kotemporer. Jakarta: Kencan.hal,
95
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Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan
hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru
kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan
perilaku.28Dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak
berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena
pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap
manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang
menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.
Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan.
Persiapan yang baik merupakan Pondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita
lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan
dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah
persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam
negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang
untuk bernegosiasi.Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk
melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.Hal kedua
dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental.Usahakan dalam kondisi rileks
dan tidak tegang.Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi.Bagi
kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious
reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah
28Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. hal, 83
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sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi
lebih siap dan percaya diri.29
Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita
harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai.
Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki
rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan
negosiasi.Ada tiga sikap yang perlu kembangkan dalam mengawali negosiasi
yaitu: pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh
dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali
sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan
terbuka bagi kedua pihak.30
Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan
menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan
jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai
dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.Dalam negosiasi
tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah
satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus
29Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. halaman, 89
30Susan, Novri. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kotemporer. Jakarta: Kencan. 2010. hal,
95
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dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak
bertepuk sebelah tangan.31
Berdasarkan pada uraian diatas maka konflik dalam penelitian ini dapat
didefinisikan sebagai perwujudan pertentangan antara dua pihak yaitu: birokrat,
dan massa yang terorganisir.
2. Teori Kekuasaan Negara
Teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas kaitannya dengan
pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara tersebut dan darimana
kekuasaan tersebut diperoleh.Hal ini disebabkan negara bukanlah benda mati yang
dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh
sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan tertentu.Pendapat tersebut juga
dapat dipahami bahwa di dalam setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki
negara untuk memaksakan kehendak pada warga negaranya.32
Oleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang menyelenggarakan negara
dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan pembahasan teori
kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan jawaban apakah yang menjadi
dasar adanya kekuasaan negara tersebut.
Pembahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori negara
karena teori kekuasaan negara merupakan turunan dari teori negara. Maka dari itu,
31Winardi Manajemen Konflik (perubahan dan Pengembangan). Jakarta : PT Raja Grafindo,
2006. hal, 90
32Siendentop, Larry, “ Teoripolitik dan idiologi: Masalah Negara,” dalam The Nature of Political
Theory. Di terjemahkan oleh Fakhuddin R. Lubis Dengan Judul “ politik dalam perspektif pemikiran,
filsafat dan teori” (Jakarta: Rajawali). halaman, 117
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didalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga berbicara teori negara.
Pemikiran tantang teori negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi kuno
sampai zaman moderen sekarang ini.Perkembangan ekonomi, budaya dan politik
juga menyebabkan teori negara mengalami perkembangan yang
signifikan.Hakekat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi
masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup besama di
dalam pemenuhan kebutuhannya.
Aristoteles33 yang merupakan seorang ahli filsafat dari yunani
mengatakan bahwa pada hakekatnya menusia merupakan mahluk sosial. Oleh
sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk hidup bersama yang pada
akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter.Negara menurut
Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, negara
terbentuk secara alamiah. Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap
orang lain yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Plato
mengidealkan yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang filsuf
karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di dalam
kehidupan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Dasar pemikiran tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir
gereja yang melahirkan teori hukum kodrat.Menurut teori ini maka kekuasaan
tertinggi pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas
33-------------------------“ Teori politik dan idiologi: Masalah Negara,” dalam The Nature of
Political Theory. Di terjemahkan oleh Fakhuddin R. Lubis Dengan Judul “ politik dalam perspektif
pemikiran, filsafat dan teori” (Jakarta: Rajawali). halaman, 122
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Aquinas, teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut
sebagai kewajiban moral.34
Pada abad ke-17 dan ke-18, dasar pemikiran kekuasaan-kekuasaan raja
mulai mengalami perubahan, dari yang bersifat ketuhanan menjadi bersifat
duniawi.Dasar pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Thomas
Hobbes.Thomas Hobbes menjelasakan bahwa di dalam keadaan alamiahnya
manusia hidup didalam keadaan yang kacau balau.Thomas Hobbes
menggambarkan keadaan ini bahwa manusia yang satu merupakan srigala bagi
manusia yang lainnya (homo homini lupus).Jadi dalam keadaan alamiahnya
manusia tidak ada ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat
oleh karena itu manusia membuat perjanjian untuk membentuk
negara.Pembentukan negara tersebut bertujuan melindungi kehidupan manusia
tersebut.35Ketika perjajian itu dilakukan semua hak-hak alamiah mereka
diserahkan pada negara, sedangkan negara tidak dibebani kewajiban apapun
termasuk untuk dapat dituntut oleh individu.Jadi negara bukanlah patner dalam
perjajian itu, melainkan hasil buahnya.
Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi berubah manusia mengenal
uang.Dengan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup
menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang.Akumulasi
34Muh. Saleh Tajuddin, Ismah Tita Ruslin. Filsafat Politik. Buku Daras UIN Alauddin Makassar:
Alauddi Press,2011. Halaman, 93
35Muh. Saleh Tajuddin, Ismah Tita Ruslin. Filsafat Politik. Buku Daras UIN Alauddin Makassar:
Alauddi Press,2011. hal. 95
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kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state of
war). Dalam situasi yang dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak dapat
bertahan tanpa pembentukan negara yang menjamin milik pribadi.36
Dengan demikian, menurut Jonh Locke, Negara itu didirikan untuk
melindungi hak milik pribadi.37Negara didirikan bukan untuk menciptakan
kesamaan atau untuk mengotrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang,
tetapi justru untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-
beda besarnya.Hak milik (property) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa
tanah milik (estates), tetapi juga kehidupan (lives) dan kebebasan (liberties).
Locke menyebut hak-hak ini dengan istilah inalienable rights (hak-hak yang tidak
asing) dan adanya negara justru didirikan justru untuk melindungi hak-hak asasi
tersebut. Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan
sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya.
Terakhir, Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau menjelaskan di
dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara
sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman
dan bahagia.Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan
kebutuhan pribadinya.Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat
dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi
36-----,Filsafat Politik. Buku Daras UIN Alauddin Makassar: Alauddi Press,2011. hal. 96
37Siendentop, Larry, “ Teoripolitik dan idiologi: Masalah Negara,” dalam The Nature of Political
Theory. Di terjemahkan oleh Fakhuddin R. Lubis Dengan Judul “ politik dalam perspektif pemikiran,
filsafat dan teori” (Jakarta: Rajawali). hal, 126
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keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu perubahan pola
kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri
bersama orang lain.38
Manusia akan membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan
melindungi pribadi dan anggotanya, di dalam perkumpulan itu masing-masing
menyatu dalam suatu kelompok tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang
individu. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap individu menyerahkan diri dan
seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di bawah kepentingan tertinggi
yaitu kehendak umum (volante generale) dan mereka menerima setiap
anggotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhanPeyerahan
kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika kontrak sosial itu
dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah mereka. Hal ini
berarti Rousseau menginginkan adanya kedaulatan rakyat secara menyeluruh.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan
darimana kekuasaan diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan tersebut
dapat dibedakan atas Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulan Negara,
kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat.Teori-teori kedaulatan tersebut pada
dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan legitimasi bagi setiap
orang atau sekelompok orang atau bagian suatu pemerintahan atau kekuasaan yang
38Muh. Saleh Tajuddin, Ismah Tita Ruslin, Filsafat Politik. Buku Daras UIN AlauddinMakassar:
Alauddi Press,2001. Halaman, 97
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dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk memegang dan mepergunakan
kekuasaan serta menuntut kepatutan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki.
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (people
souvereignty). Konsep kebebasan/persamaan dan konsep kedaulatan rakyat
merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti pemilik kekuasaan
tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya selogan kekuasaan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan
dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. Hal ini menunjukan bahwa
Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan
Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang
tidak terpisah satu sama lain.39
Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan
kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur
konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional
democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan
hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi
dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita
menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang
Demokratis (democratische rectsstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi
39Muh. Saleh Tajuddin, Ismah Tita Ruslin. Filsafat Politik. Buku Daras UIN Alauddin Makassar:
Alauddi Press, 2011. Halaman, 109
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yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu
sama lain.
Kedaulatan rakyat deselengarakan langsung dan melalui sistem
perwakilan. sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Berdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung dan sistem perwakilan
(direct demokracy) diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-
wakil rakyat.40
3. Teori Kapitalisme Birokrasi
Kapitalisme Birokrasi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh
kaum birokrat karena memegang kendali kekuasaan negara yang di tingkat
nasional hingga tingkat kabupaten atau kota yang secara langsung melayani
kepentingan imperialisme untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarga atau
untuk mengumpulkan kapital untuk mempertahankan dan menaikkan posisinya
dalam pemerintahan.
Dengan begitu sehingga didalam teori ini tergambarkan bahwa ada
beberapa bentuk pokok dari kapitalisme birokrasi:41
40Siendentop, Larry, “ Teoripolitik dan idiologi: Masalah Negara,” dalam The Nature of Political
Theory. Di terjemahkan oleh Fakhuddin R. Lubis Dengan Judul “ politik dalam perspektif pemikiran,
filsafat dan teori” (Jakarta: Rajawali). halaman, 129
41Gaffar, Afan.Politik Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.(2005). Halaman 73
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Pertama: Melakukan tindakan korupsi, menerima pemberian dari
siapapun diluar gaji yang seharusnya, meminta imbalan tanda tangan, meminta
bagian dari proyek pemerintah maupun swasta diluar ketentuan untuk diri sendiri.
Termasuk memberikan proyek kepada keluarganya, teman-temannya, dan klik
kekuasaan yang mendukungnya tanpa melalui tender terbuka.
Kedua: Pejabat sipil maupun militer melakukan perangkapan jabatan,
terutama dalam pemerintahan sendiri, menjadi komisaris di perusahaan-perusahan
negara dan swasta, serta di berbagai organisasi sosial, olahraga dengan maksud
membiayai organisasi tersebut untuk memperoleh dukungan politik.
Ketiga: Menggunakan jabatan untuk memaksa bank untuk memberikan
kredit kepada pihak tertentu dan dia mendapat bagian dari kredit tersebut.
Keempat: Serta beberapa bentuk lain yang semakin canggih dan
berkembang dari waktu ke waktu, mencuri uang negara dan fasilitas negara untuk
kekayaan pribadi serta klik yang mendukungnya (partai, kelompok, gang, bandit,
dll) bertahan di jabatan tersebut dalam pemerintahan.
Proses organisasional dalam model birokrasi diatas akan mempengaruhi
kemampuan birokrasi dalam mencapai tujuannya, terutama dalam memproduksi
tuntutan masyarakat. Kemampuan birokrasi akan ditandai dengan kemampuan
pengaruh mempengaruhi antara birokrasi dan lingkungannya. Derajat Kemampuan
birokrasi untuk mengontrol lingkungannya inilah akan
40
mennjukkan rationality birokrasi, sedangkan derajat ketidak berdayaan dalam
mengontrol perkembangan lingkungan menunjukkan pathology birokrasi.42
Kapitalisme Birokrasi adalah sistem yang didominasi pemilik dan
penumpuk modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri, baik
kapitalis birokrat (kabir) maupun kapitalis swasta.Kapitalisme secara umum hanya
mempunyai kepentingan agar modalnyabertambah dengan keuntungan: Uang
diubah jadi komoditas, hasilnyaadalah uang (modal awal) ditambah keuntungan
(profit). Tidak adakepentingan untuk mencerdasakan atau memberdayakan.
Kapitalisme takakan menginginkan orang sehat, justru ingin banyak orang sakit,
agar mereka mendapatkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan obat
(farmasi) danalat-alat kesehatan. Kapitalisme tak menginginkan generasi
pintar,cerdas, dan berpengetahuan, karena kalau itu terjadi maka tak akan ada
komersialisasi pendidikan dan pengetahuan.43
42Gaffar, Afan.Politik Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.(2005). Halaman 76





Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB.
Penelitian ini dimulai pada awal bulan Februari 2013 dan selesai pada bulan April
2013
B. Kondisi Kecamatan Lambu
1. Kondisi Geografis Kecamatan lambu
Kecamatan Lambu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan
yang ada di Kabupaten Bima, yang terletak pada ketinggian ± 14,20 km2 dan luas
wilayah 404.250 km2 yang terdiri dari 14 desa yaitu: 1. Desa Lambu, 2. Desa
Nggelu, 3. Desa Mangge besar,  4. Desa Mangge pedalaman, 5. Desa Sumi, 6.
Desa Rato, 7. Desa Soro, 8. Desa Melayu, 9. Desa Lanta Barat, 10. Desa Lanta
Timur, 11. Desa Simpasai, 12. Desa Sanggar, dan 13. Desa Kale’o, 14. Desa
Monta baru.
Kecamatan Lambu terletak di ujung timur kabupaten Bima, berbatasan
dengan Nusa tenggara timur (NTT) dan berada dalam wilayah pulau Sumbawa
Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sape




- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Wawo
- Sebelah Timur  berbatasan dengan Kepulauan nusa tenggara timur (NTT)
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hidup dari kehidupan manusia
yang mendiami daerah tertentu adalah faktor geografis, betapa pentingnya faktor
geografis ini dapat kita lihat pada kenyataan bahwa proses kehidupan manusia
tergantung dari letak geografisnya seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan serta
pembawaannya. Itu semua tergantung dari keadaan geografisnya.Oleh karena itu
untuk menganalisa suatu masalah yang ada hubungannya dengan pengaruh suatu
daerah, maka obyek penelitian dan penganalisaan tentu membutuhkan
pengetahuan secara lengkap tentang lokasi daerah penelitian.
Kecamatan Lambu terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dan
pegunungan yang hijau oleh dedaunan hutan tropis yang tumbuh dengan rimbun
dan lebat.Dengan keadaan yang demikian ini maka Kecamatan Lambu ternyata
merupakan titik sentral di wilayah Kabupaten Bima yang merupaan Daerah agraria
dan berada dalam daerah atau lembah pertanian yang menjadi andalan di wilayah
Kabupaten Bima pada umumnya. Maka dengan keadaan geografis inilah yang
menguntungkan sehingga kecamatan Lambu merupakan titik tambang yang
menggiurkan pemodal Asing untuk membuka pertabangan, kecamatan Lambu
memiliki potensi sumber daya Alam terbesar   di seluruh kabupaten Bima Dengan
kondisi sebagai berikut :
- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 50 cm
- besarnya curah hujan : rata 18, 30 mm/thn
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- Suhu udara rata-rata : 300c
- Topografi datar, rendah,tinggi dari pantai : dataran rendah
2. Kondisi Sosiologis kecamatan lambu
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai
Merauke tentunya memiliki ragam budaya (Heterogenitas) dan bahasa yang
berbeda, dengan corak kebiasaan berbeda-beda membuat Indonesia menjadi satu-
satunya Negara di Dunia yang memiliki banyak kebudayaan, kondisi ini didukung
dengan konteks geografis Indonesia dengan kepulauan sehingga antar satu pulau
dan pulau yang lainnya dipisahkan oleh lautan dan Samudra. Selain kunjungan
budaya Wisata pegunungan dan wisata bahari menjadi tujuan utama para
Wisatawan Lokal maupun Asing, dengan panorama pegunungan dan lautan ini
mampu menjadi magnet bagi turis asing untuk terus mengeksplorasi keindahan
Indonesia.Kondisi tersebut dapat menguntungkan Indonesia dari sisi Ekonomi
maupun Sosial.
Dari beragam warna kebudayaan dan panorama alam terdapat satu daerah
yang sangat kental dengan corak budaya yang oriental yakni daerahkecamatan
Lambu yang berada di kabupaten bima Nusa tenggara barat (NTB).Pola interaksi
masyarakat kecamatan Lambu ini dengan latar belakang berbeda ini menjadikan
kecamatan Lambu menjadi sasaran para transmigran baik yang berasal dari pulau
sumbawa sendiri maupun dari luar pulau Sumbawa seperti Sulawesi,flores, Jawa,
Bali dan Lainnya. Kecamatan Lambu yang sering di identikkan dengan
“Kasar/Keras” keidentikan tersebut muncul dari dialeg (logat) dari masyarakat
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sape yang merupakan daerah mewadahi wilayah kecamatan Lambu sebelum
pemekaran, lambu merupakan daerah yang memiliki logat bahasa yang sangat jauh
beda dengan masyarakat kecamatan sape. memang dari segi intonasi bahasa
memang dialeg sape kedengaran lebih keras dibanding dengan dialeg bahasa suku
lain, namun itu bukanlah sebuah keburukan melainkan kelebihan Kondisi sosial
Masyarakat yang berada di kecamatan ini.
Masyarakat kecamatan Lambu dari konteks sosio history-merupakan salah
satu daerah Niaga dan agraris, dengan tradisi masyarakat yang lebih dominan
bertani dan niaga didukung dengan kondisi geografis disekitarnya merupakan
lautan sehingga wajar saja jika mobilitas perdagangan, memang jika mengingat
sejarah suku initradisi berdagang merupakan kebiasaan dari masyarakat
masyarakat kecamatan Lambu.
3. Kondisi Ekonomi Kecamatan Lambu
Kecamatan lambu berdasarkan mata pencaharian didominasi oleh petani,
peternak dan jasa, pedagang, pemerintahan.Jenis pekerjaan yang digeluti
penduduk kecamatan lambu antara lain: petani 2.017 orang, nelayan 220 orang,
peternak 489 orang, penggalian 120 orang, ABRI 34 orang, guru 567 orang dan
PNS berjumlah 341 orang.44
Berdasarkan jenis pekerjaan di atas kecamatan lambu merupakan daerah
yang berpenduduk mayoritas petani.Kecamatan lambu merupakan salah satu
44Data diperole di kantor badan pembanguna Daerah lembaran Arsip (BAPEDA) Kabupaten
Bima
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daerah penghasil bawang merah terbesar di kabupaten bima.Kecamatan lambu
adalah daerah dataran rendah dengan luas daerah 404.250 km2 terdiri dari
persawahan kering dan persawahan basah dimana di area persawahan yang kering
perioritas penanaman bawang merah sedangkan persawahan basah ditanami padi.
C. Kondisi Geografis Kabupaten Bima
1. Teritorial Wilayah Kabupaten Bima
Kabupaten Bima terletak di ujung timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
bersebelahan dengan Kota Bima pemekaran dari Kabupaten Bima.Luas wilayah
mencapai 4.389,400 km2. Terletak diantara: I17°.40’- I I9°.24’ BT dan 700.30’
LS., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- SebelahBarat : Kabupaten Dompu
Wilayah Kabupaten Bima banyak dialiri sungai, baik sungai besar maupun
kecil.Dari sungai-sungai yang ada tersebut sekitar 26 sungai sudah diamanfaatkan
untuk irigasi.Secara topografis wilayah kabupaten Bima sebagian besar (70%)
merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah
dataran rendah.Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal
persawahan dan Iebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena
keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk
kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya
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diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari sektor pertanian
tradisional ke wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dan
ketinggian dari permukaàn laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi
dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah
adalah Kecamatan sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari
permukaan laut. 45
2. Keadaan Topografis Kabupaten Bima
Wilayah Kabupaten Bima dikelilingi oleh pengunungan yang terdiri dari
gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera,
Gunung Maria di Kecamatan Wawo dan gunung soromandi di Kecamatan
Donggo. Dan gunung Soromandi merupakan gunung yang tertinggi dengan
ketinggian mencapai 477.5 m
Tabel 1







1 Monta 22.743 227.430 Tangga
2 Parado 26.129 261.290 Parado
3 Madapangga 23.758 237.580 Dena 20
4 Woha 37.557 375.570 Tente 10
5 Belo 4.476 44.760 Cenggu
6 Langgudu 32.294 322.940 Karumbu 50
45Sumber Data : BPS Kab. Bima(salinan dokumen dan arsip menurut catatan pemerinah
Kabupaten Bima) di ambil dari kantor Badan Pusat Statisti Daerah Kabupaten Bimapada tanggal 17
Februari 2014
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7 Wawo 24.129 241.290 Maria
8 Sape 23.212 232.120 Naru 5
9 Lambu 40.425 404.250 Lambu 14, 20
10 Wera 46.532 465.320 Tawali 35
11 Ambalawi 18.065 180.650 Nipa 6
12 Donggo 13.041 130.410 O'o
13 Sanggar 47.789 477.890 Kore 5




15 Bolo 6.293 62.930 Sila 10
16 Soromandi 33.508 335.080 Samoungu
17 Lambitu 6.540 65.400 Teta
18 Palibelo 7.158 71.580 Teke
Total 438.940 4.389.400
Sumber Data :diambil di BPS Kabupaten Bima
Secara topografis wilayah kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan
dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran
rendah.Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal
persawahan dan Iebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena
keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk
kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya
diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari sektor pertanian
tradisional ke wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dan
ketinggian dari permukaàn laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi
dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah
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adalah Kecamatan sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari
permukaan laut.46
3. Keadaan Iklim Kabupaten Bima
Tabel 2
Kedaan iklim kabupaten Bima
No Kecamatan
2011 2012 2013 Rata-rata
Ch Hh Ch Hh Ch Hh Ch Hh
1 Monta 517 96 793 96 1311 103 1747 226
2 Bolo 868 62 1276 72 582 45 2338 149
3 Parado - - - - 570 92 - -
4 Madapangga 467 32 1331 70 318 18 1904 108
5 Woha 981 44 890 89 564 68 2059 156
6 Belo 873 43 1001 68 858 78 2160 137
7 Palibelo 556.3 117.0 1044.9 129.0 918.6 145.0 1907.4 294.3
8 Langgudu 400 80 571 159 498 47 1137 255
9 Wawo 1889 73 1405 85 1039 74 3640 183
10 Lambitu - - - - 1082 108 - -
11 Sape 790 46 820 63 399 42 1743 123
12 Lambu 809 42 866 59 466 39 1830 114
13 Wera 661 30 932 52 1488 62 2089 103
14 Ambalawi 880 60 1659 69 545 62 2721 150
15 Donggo 559 83 532 96 238 50 1170 196
16 Soromandi - - - - 224 48 - -
17 Sanggar 1439 69 689 52 560 68 2315 144
46Sumber Data : BPS Kab. Bima(salinan dokumen dan arsip menurut catatan pemerinah
Kabupaten Bima) di ambil dari kantor Badan Pusat Statisti Daerah Kabupaten Bimapada tanggal 17
Februari 2014
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18 Tambora 1661 96 584 71 474 69 2403 190
Rata-rata 890 65 960 82 674 68 2078 168
Sumber Data: BPS Kabupaten Bima
Dari aspek iklim, keadaan curah hujan tahunan rata-rata lercatat 58.75
mm, maka dapat disimpulkan Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering
sepanjang tahun, yang berdampak pada kecilnya persediaan air dan keringnya
sebagian besar sungai. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari tercatat 171 mm
dengan hari hujan selama 15 hari dan musim kering terutama pada bulan Juli,
Agustus dan September dimana tidak tejadi hujan. Kabupaten Bima pada
umumnya merniliki drainase yang tergenang dan tidak tergenang. Pengaruh
pasang surut hanya seluas 1.085 Ha atau 0,02% dengan lokasi terbesar di wilayah
pesisir pantai. Sedangkan luas lokasi yang tergenang terus menerus adalah seluas
90 Ha yaitu wilayah Dam Roka dan Dam Sumi.Sedangkan Wilayah yang tidak
pernah tergenang di Kabupaten Bima adalah seluas 458.093 Ha.
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BAB  III
HISTORIS PEMBENTUKAN KABUPATEN BIMA
D. Zaman ncuhi
Kehadiran Sang Bima pada abad 11 M, ikut membantu para ncuhi dalam
memajukan Dana Mbojo. Sejak itu, Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah
Tengah, Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Selatan, Ncuhi Padolo,
memegang kekuasaan wilayah Barat, Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan
wilayah Utara dan Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Timur para
ncuhi ini mulai mengenal bentuk pemerintahan kerajaan. Walau Sang Bima sudah
kembali ke kerajaan Medan di Jawa Timur, namun tetap mengadakan hubungan
dengan para ncuhi. Karena istrinya berasal dari DanaMbojo (tanah Bima).47
Sebelum mendirikan kerajaan, semua ncuhi sepakat membentuk kesatuan
wilayah di bawah pimpinan ncuhi Dara. Setelah puluhan tahun berada di Jawa
Timur, Sang Bima mengirim dua orang putranya, yang bernama Indra Zamrud dan
Indra Kumala ke DanaMbojo. Indra Zamrud dijadikan anak angkat oleh
ncuhiDara. Sedangkan Indra Kumala menjadi anak angkat ncuhiDoroWoni.
Seluruh ncuhi sepakat untuk mencalonkan Indra Zamrud menjadi Sangaji atau
Raja DanaMbojo. Sedangkan Indra Kumala dicalonkan untuk menjadi Sangaji di
DanaDompu.
47 L. Massir Q. Abdullah, (1981/1982) Bo: Suatu himpunan catatan kuno Daerah bima.
Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan permuseuman NTB
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E. Zaman Sangaji / Raja
Indra Zamrud di tuha ro lanti atau dinobatkan menjadi Sangaji atau Raja
yang pertama.Setelah Indra Zamrud dewasa dan memiliki ilmu pengetahuan yang
luas dalam bidang pemerintahan, maka pada akhir abad 11 M, ia di tuha ro lanti
oleh Ncuhi Dara. Dengan persetujuan semua ncuhi, untuk menjadi Sangaji atau
Raja Dana Mbojo yang pertama. Dengan demikian berakhirlah jaman ncuhi.
Masyarakat Mbojo Bima memasuki jaman baru, yaitu jaman kerajaan. Pimpinan
pemerintahan bukan lagi dipegang oleh ncuhi, tetapi dipegang oleh Sangaji atau
Raja.48
Sejak berdirinya kerajaan di sekitar pertengahan abad 11 M, Dana Mbojo
memiliki dua nama. Kerajaan yang baru didirikan itu, oleh para ncuhi bersama
rakyat diberi nama Mbojo. Sesuai dengan kesepakatan mereka dalam musyawarah
di Babuju. Tetapi oleh orang-orang Jawa, kerajaan itu diberi nama Bima. Diambil
dari nama ayah Indra Zamrud yang berjasa dalam merintis pendirian kerajaan.
Sampai sekarang DanaMbojo mempunyai dua nama, yaitu Mbojo dan Bima.
Dalam masa selanjutnya, Mbojo bukan hanya nama daerah, tetapi
merupakan nama suku yang menjadi penduduk di Kabupaten Bima dan Dompu
sekarang. Sedangkan Bima sudah menjadi nama daerah bukan nama suku.Pada
masa kesultanan, suku Mbojo membaur atau melakukan pernikahan dengan suku
Makasar dan Bugis. Sehingga adat istiadat serta bahasanya, banyak persamaan
48L.Massir Q. Abdullah, (1981/1982) Bo: Suatu himpunan catatan kuno Daerah bima.
Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan permuseuman NTB
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dengan adat istiadat serta bahasa suku Makasar dan Bugis.DouMbojo yang enggan
membaur dengan suku Makasar dan Bugis, terdesak ke daerah Donggo atau
pegunungan. Oleh sebab itu, mereka disebut DouDonggo atau orang pegunungan.
DouDonggo mempunyai adat istiadat serta bahasa yang berbeda dengan
douMbojo.
Dou Donggo bermukim di dua tempat, yaitu disekitar kaki Gunung
Ro’oSalunga di wilayah Kecamatan Donggo sekarang dan di kaki Gunung
Lambitu di wilayah Kecamatan Wawo sekarang. Yang bertempat tinggal di sekitar
Gunung Ro’oSalunga, disebut DouDonggoIpa (orang Donggo seberang),
sedangkan yang berada di kaki Gunung Lambitu, disebut DouDonggoEle (orang
Donggo Timur).49
Setelah dilantik menjadi Sangaji atau raja, Indra Zamrud berusaha dan
berjuang dengan sungguh-sungguh memajukan kerajaannya. Dalam membangun
kerajaan, Indra Zamrud dibantu oleh para ncuhi. Terutama ncuhiDara,
ncuhiParewa, ncuhiDoroWoni, ncuhi Bolo dan ncuhi Bangga Pupa. Sebagai
sangaji yang baru di tuna ro lanti, maka Indra Zamrud melakukan pembangunan
dalam berbagai bidang, seperti antara lain:
1) Bidang agama/kepercayaan
Biarpun pengaruh kerajaan Medang (Jawa Timur) amat besar, namun
Indra Zamrud tidak memaksakan rakyatnya menganut agama Hindu, seperti
49Tawalinuddin Haris, “Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA”, Jakarta, Putra Sejati Raya,
1997, hal.22
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agama yang dianut oleh kerajaan Medan. Rakyat tetap menganut kepercayaan
makamba makimbi. Para ncuhi berfungsi sebagai peminipin agama. Sangaji
bersama rakyat terus mengamalkan falsafah dan pandangan hidup lama.Dalam
menjalankan roda pemerintahan, Indra Zamrud tetap berdasarkan falsafah maja
labo dahu, serta asas mbolo ro dampa dan karawi kaboju. Sangaji harus
berperan sebagai haworoninu atau pengayom dan pelindung rakyat. Dalam
membangun negeri, sangaji bersama rakyat harus tahan Uji dan ulet. Mereka
harus pantang menyerah, sesuai dengan falsafah “Su’u sa wa’u siasawale”
(walau bagaimana berat tugas yang dijunjung dan dipikul, rakyat harus
melaksanakanilya).50
2) Bidang Ekonomi
Indra Zamrud berusalia keras meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan cita-cita, ia giat memajukan pertanian,
peternakan serta pelayaran dan perniagaan.Hasil pertanian dan peternakan kian
bertambah.Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat meningkat.Bahaya
kemiskinan dan kelaparan tidak terjadi.
Dibidang pelayaran dan perniagaan mengalami hal yang sama.
Pelayaran dan perniagaan bertambah maju.Pelabuhan Mbojo ramai dikunjungi
para pedagang dan musafir, dari berbagai penjuru Nusantara.Mereka datang
membeli hasil bumi Dana Mbojo, seperti kuda, kerbau, kayu kuning, kayu
50 Tawalinuddin Haris, “Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA”, Jakarta, Putra Sejati Raya,
1997, hal. 29
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sopang, rotan dll.Selain menjual hasil buminya, rakyat dapat pula membeli
berbagai jenis barang dari para pedagang dan musafir.Berbagai hasil
pertukangan atau industri yang indah dan mahal, mereka beli dari para
pedagang yang datang ke DanaMbojo. Barang-barang yang mereka beli antara
lain, berbagai jenis keramik, perhiasan dari emas, Perak, kain sutera dan
berbagai jenis senjata.
Indra Zamrud dengan bantuan para ncuhi dan dukungan rakyat, telah
berhasil meletakkan dasar yang kokoh bagi kehidupan kerajaan. Setelah ia
wafat, perjuangannya diteruskan oleh anak cucunya. Sangaji Batara Indra
Bima, Batara Sang Luka, Batara Bima, serta Maha Raja Indra Terati
melanjutkan perjuangan Indra Zamrud, dalam membangun dou labo dana
(rakyat dan negeri).51
Kapan Indra Zamrud wafat, tidak dapat diketahui dengan pasti. Walau
demikian, ia telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi kehidupan kerajaan.
Pada masa itu kerajaan Mbojo, bagaikan sebatang pohon yang bukan dalam
keadaan ncuhi atau ncuri.Melainkan sudah tumbuh tegar berbatang dan berakar
kuat, berdaun dan beranting yang indang dan rimbun.52
51 Abdullah Tajib, “Sejarah Bima Dana Mbojo”, Harapan Masa, 1995, hlm.105
52Tawalinuddin Haris, “Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA”, Jakarta, Putra Sejati Raya,
1997, hal.32-33
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F. Zaman Kesultanan dan Pembentukan Bima
Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul
Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan Pemerintahan
berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi
Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang
ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu
bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini
sudah lama dihuni manusia.53
Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa
Melayu Purba dan bangsa Melayu baru.Demikian pula halnya dengan penduduk
yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou
Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai.Disamping penduduk
asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa,
Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Kerajaan Bima dahulu terpecah–pecah dalam kelompok-kelompok kecil
yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima
wilayah, yaitu:54
1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
53L. Massir Q. Abdullah, (1981/1982) Bo: Suatu himpunan catatan kuno Daerah bima.
Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan permuseuman NTB
54--------------------------------(1981/1982) Bo: Suatu himpunan catatan kuno Daerah bima.
Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan permuseuman NTB
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3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur
Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat
menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang
menyangkut kepentingan bersama.Dari kelima Ncuhi tersebut yang bertindak
selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara.Pada masa-masa
berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari
Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat
Bima, cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang
mempunyai 5 orang putra, yaitu: 1. Darmawangsa, 2. Sang Bima, 3. Sang Arjuna,
4. Sang Kula, 5. Sang Dewa55
Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah
timur dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara Kecamatan Sanggar
yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi
dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima dan Sang Bima sebagai raja pertama
bergelar Sangaji.Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang
berdasarkan Hadat dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku
bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami
perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan
55Ahmad. Amin, Sejarah Bima: Sejarah Pemerintahan dan Serba serbi kebudayaan (1971).
Dalam bentuk stensil, Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan
permuseuman NTB
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sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan
Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi
Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta
datang kembali ke Bima pada abad XIV/XV.
Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin selama kurun
waktu 1625–1819 (194 tahun) pun terputus hingga hari ini. Hubungan
kekeluargaan antara dua kesultanan besar di kawasan Timur Indonesia, yaitu
Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke
VII.Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara Putra Mahkota Kesultanan
Bima dan Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan ke VI,
sedangkan yang ke VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan
Putra Mahkota Kesultanan Gowa.56
Ada beberapa catatan yang ditemukan, bahwa pernikahan Salah satu
Keturunan Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke XI) masih terjadi dengan keturunan
Sultan Gowa, sebab pada tahun 1900 (pada kepemimpinan Sultan Ibrahim),
terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Gowa. Mahar pada
lamaran tersebut adalah Tanah Manggarai yang dikuasai oleh kesultanan Bima
sejak abad 17
56Ahmad. Amin, Sejarah Bima: Sejarah Pemerintahan dan Serba serbi kebudayaan (1971).





A. Analisis terhadap konflik Negara dan Masyarakat di Kecamatan Lambu
Pada dasarnya, konflik selalu lahir dari kondisi ketimpangan atau perbedaan
kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Berbagai hal dapat menggiring
masyarakat menuju aksi protes dan perlawanan yang merepresentasikan konflik
sebagai suatu aksi kolektif. Hal tersebut tentunya mengisyaratkan atas apa yang
terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, telah menjadi arena perebutan
sumber daya antara para Aktor-aktor pemanfaatnya, yakni pihak swasta (PT
Sumber mineral Nusantara Persada), pemerintah dan Masyarakat. Dalam kasus ini,
tidak jarang pihak pemilik otoritas yakni swasta dan Pemerintah seolah
mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini telah menggantungkan
hidupnya pada sumber daya alam di kawasan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
yang mayoritas penduduknya memanfaatkan sumber daya perairan dll, khususnya
Petani Masyarakat dan Masyarakat nelayannya.
Dominasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemilik otoritas dapat menyulut
konflik dan perlawanan dari pihak masyarakat.Pasalnya, sumber daya alam yang
seharusnya juga menjadi hak mereka seolah direbut secara paksa oleh pihak yang
tiba-tiba datang dengan kekuatan industrinya.Dalam konsepsi konflik, tahapan
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awal ini selalu dapat menjadi ‘trigger’ atau pencetus konflik yang dialami oleh
Masyarakat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya Alam,
bahan galian berupa Emas, mangan, tembaga dan pasir besi.Potensi itu menyebar
hampir di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.Potensi ini
tentunya tidak disia-siakan oleh pemerintah daerah Bima untuk menarik investor
guna mengeksplorasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi tambang di Bima
digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten
Bima, membuka lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan
menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima. Berdasarkan
tujuan tersebut, Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST Mengeluarkan beberapa Izin
Usaha Penambangan untuk mengeksplorasi potensi tambang yang ada di Bima,
izin tersebut di antaranya:57
1. PT Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor
188.45/346/004/2010, masa berlaku dari tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei
2015, dengan luas wilayah, garapan 14.403 hektare. Meliputi wilayah
Kecamatan Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro.
Kemudian Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli
dan Risa. Bahan galian jenis tembaga.
57Sumber data; kantor camat kecamatan lambu. Lembaran dan arsip pribadi pegawai
kecamatan lambu di ambil dari pegawai camat lambu kabupaten bima pada saat peneliti melakukan
wawancara di rumahnya. (selasa taggal 25 februari 2013)
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2. PT Indomineral Citra Persada dengan IUP Eksplorasi nomor
188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di
Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, ToloUwi, Wilamaci dan
Kecamatan Parado, meliputi Desa ParadoWane dan Lere. Dengan jenis bahan
galian tembaga.
3. PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor
188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di Kecamatan
Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan
Langgudu pada desa Waworada.
4. PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan
jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan berada di
wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan Langgudu, Desa Mpuri,
Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, Desa Pela, Kecamatan Monta,
Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa Sambori, Kecamatan Lambitu,
Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, Kecamatan Wawo.
5. Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan PT Indomining Karya
Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali dan Tengge, Kecamatan Wera
dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, Kecamatan Ambalawi.
6. PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian pasir
besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa Sangiang, Oi
Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.
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7. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi
pada PT Bima Putera Minerals dengan SK Nomor 188.45/344/004/2010, pada
wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo, Kecamatan Wawo.
8. Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi 188.45/356/004/2010
pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa Karampi, Waduruka, Kecamatan
Langgudu.dan
9. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi
pada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dengan SK Nomor
188.45/346/004/2010, pada wilayah Kecamatan Lambu
Hasilkebijakan ini tidak stagnan pada pencapaian kebutuhan ekonomi
tertentu melainkan dibutuhkan legitimasi rakyat atas pertimbangan “kebutuhan-
kebutuhan non material seperti rasa aman, kehormatan (status), keadilan,
kebebasan, ketentraman, dan lain sebagainya.
Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang
kini menjadi salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten
Bima, Nusa Tenggara Barat NTB.Kecamatan ini memiliki empat belas desa dan
terletak di ujung timur Kabupaten Bima.Salah satu desanya adalah Desa Sumi
yang merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh PT. Sumber
Mineral Nusantara (SMN) dengan IUP bernomor 188/45/357/004/2010, dan
pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24.980 Ha.Aktivitas PT. Sumber
Mineral Nusantara (SMN) kehadirannya ternyata tidak diketahui lebih awal oleh
sebagian besar masyarakat kecamatan Lambu.Eksistensi mereka mulai
62
dipertanyakan apalagi di dusun Baku Desa Sumi sudah dilakukan penggalian oleh
PT tersebut.Seperti yang disampaikan Salah satu warga yang penulis wawancarai,
Syamsuddin Arsyad.58 mengatakan :
Kehadiran investor justru melahirkan reaksi penolakan dari wargaKecamatan
Lambu, terhadap PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang melahirkan
beberapa peristiwa besar berskala nasional. Mulai dari pembakaran kantor
Camat Lambu pada Pebruari 2011, kemudian kasus pendudukan Pelabuhan
Sape, hingga jatu korban, dua orang warga meninggal dunia (24 Desember
2011) dan kejadian terakhir, 26 Januari 2012  pembakaran Kantor Bupati
Bima.
Pemanfaatan sumber daya Alam yang tendensius dan tidak mengindahkan
aspek-aspek ekologi jelas akan berdampak buruk terhadap kondisi ekosistem dan
lingkungan sekitarnya. Keadaan yang dihadapi oleh masyarakat kabupaten Bima,
khususnya masyarakat kecamatan Lambu.
BerdasarkanData primer atau hasil observasi dan pengamatan di lapangan
data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan hal-hal lain yang mendukung
penulis untuk memperoleh informasi di lapangan, maka dalam penelitian ini
penulis dapat menggambar kronologis konflik yang terjadi di kecamatan Lambu
Kabupaten Bima-NTB.yaitu sebagai berikut:
58Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga kecamatan lambu Bapak syamsuddin
Arsyad di Rumahnya minggu 24 februari 2013
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Tabel 3.




Aksi warga terjadi bentrok berdarah yang menyebabkan
jatuhnya 35 orang korban luka berat dan ringan







- Warga meminta camat Lambu (Muhaimin,
S.Sos) untuk menolak kehadiran PT Sumber
Mineral Nusantara. Camat berjanji akan




Demo Massa Warga mempertanyakan janji Camat, warga
yang menamai diri Front Rakyat Anti Tambang






- (FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan
meminta Camat Lambu untuk menandatangani
surat pernyataan penolakan adanya
penambangan emas yang telah dioperasikan oleh
PT. SMN. Setelah perdebatan alot perwakilan
massa diterima oleh Camat, namun camat belum
bisa menandatangani pernyataan penolakan
tersebut karena harus berkonsultasi terlebih























- ke kantor Camat Lambu.
- Masa tetap meminta Camat menandatangani
Surat Pernyataan Penolakan.
- Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh
250 personil aparat Polres Kota Bima, 60
personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60
personil Brimob Polda NTB, kembali memediasi
perwakilan dari FRAT dengan pihak Camat.
- Camat seakan mengulur-ulur waktu dan
menjelaskan bahwa Bupati masih belum bisa
ditemui.
- Setelah itu aksi masa ricuh, M. Nasir 23 thn
terkena peluru polisi (aksi tambah parah)
ditambah ulah preman kecamatan yang membuat
situasi memanas.
massa memukul mundur aparat dan
melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah
dan aparat kepolisian serta preman peliharaan
camat dengan merusak dan membakar Satu unit
truck Pol PP Camat Lambu, satu unit mobil
kijang patroli Pol PP Camat Lambu, satu unit
mobil dinas Camat Lambu, satu unit mobil
pemadam kebakaran Kota Bima, satu unit mobil
avanza, satu unit rumah jabatan Camat Lambu,
satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit
sepeda motor serta sepuluh unit komputer dan













- Bukannya membuka ruang diskusi, pemkab
Bima membuat Laporan ke Mapolresta, dan
meminta aparat menindak tegas oknum yang
menjadi provokator (5 orang dijadikan
tersangka).
- Kecematan Lambu pun terus mencekam,
intimidasi serta swiping pun terus digelar,
hampir diseluruh cabang jalan se-kecamatan
Lambu dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap







- Dilakukan pertemuan dan dialog di ruangan
Camat Sape antara 8 (delapan) orang perwakilan
masyarakat Lambu dengan Bupati Bima dan
difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah
(Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala
Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi NTB,
Kapolresta Bima, Dadim 1608 Bima, Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bima, Kabag Hukum Setda Bima, Camat Sape,






- pemblokiran Pelabuhan Sape oleh warga Lambu
hingga dilakukan pembubaran paksa oleh aparat



















- Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK
188/28-04/2010 dikarenakan tidak ada alasan
yang mendasar untuk melakukan itu. Bupati
berdalih, ada tiga hal yang bisa mencabut SK itu,
yakni jika perusahaan pemegang ijin tidak
melaksanakan kwajibannya, terlibat masalah









- Puncak amarah warga pasca 5 hari sebelumnya
Bupati bersedia menemui warga, namun hingga







Pencabutan secara tetap IUP No 188/2010
melalui SK 188.45/64/004/2012
Sumber Data: data Primer yang sudah diolah
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Konflik timbul karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-
hubungan antar pihak, diantaranya kesenjangan sosial, kurang meratanya
kemakmuran, perbedaan akses terhadap sumber daya, diskriminasi dan lain
sebagainya.
Faktor yang melatar belakangi sehingga terjadiya konflik adalah Seperti
yang dituturkan oleh  mantan Koordinator lapangan Demonsran Adi Supriadi.
bahwa akan ada penyerangan oleh aparat keamanan dari kepolisian dan
Brimob terhadap warga Kecamatan Lambu, Bima, yang memblokade
pelabuhan sape. “Itu menyebabkan massa yang berjumlah sekitar 8000 orang
melakukan konsolidasi.Namun, sampai pukul 04.00 Wita, pasukan Brimob yang
ditunggu-tunggu tidak datang.“Akhirnya sebagian massa kembali ke wilayah
Lambu untuk mempersiapkan amunisi mereka untuk aksi besok paginya
(25/12/2011), dan hanya menyisakan 300 orang di pelabuhan. Sekitar pukul
05.30 wita, Aparat kepolisian dan Brimob sudah melakukan pengepungan di
wilayah Pelabuhan Sape“ Brimob gabungan (dengan aparat kepolisian) dan
berasal dari Bima, Sumbawa dan Mataram. Pukul 06.00 wita, aparat
kepolisian meminta dan memperingatkan warga untuk membubarkan diri dari
pelabuhan.Tapi oleh warga tidak diindahkan.Mereka diam saja dan hanya
melakukan pendudukan di pelabuhan tanpa melakukan perlawanan.salah satu
aparat kepolisian mencoba melakukan provokasi terhadap massa dengan
merampas senjata tajam yang dibawa oleh salah satu demonstran. Namun hal
itu tidak dihiraukan oleh massa aksi, Sekitar 30 menit kemudian atau pukul
08.30 wita, aparat kepolisian mulai melakukan penembakan membabi buta
dengan arah mendatar kepada massa demonstran. Setelah berjatuhan korban
baru mereka melakukan penembakan ke udara.kata Adi. Berdasarkan
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keterangan saksi dan warga, kata Adi, jumlah personel gabungan kepolisian
mencapai 1000 orang dan bersenjata lengkap.59
Aksi blokade Pelabuhan Sape yang dilakukan massa demonsran kecamatan
Lambu adalah benar karna dipicu oleh munculnya Surat Keputusan Bupati Nomor
188 tahun 2010 tentang pertambangan yang mengizinkan Eksplorasi tambang
Emas oleh PT Mineral Nusantara Persada. Izin itu ditentang oleh warga
Kecamatan Lambu karena Eksplorasi dianggap merugikan warga Kecamatan
Lambu dan sekitarnya.
Penulis merasa bahwa konflik yang terjadi antara Pemerintah dan
Masyarakat yang terjadi di kecamatan Lambu adalah Murni Konflik Vertikal karna
disebabkan surat Keputusan Bupati bima yang menurut Penelitian ini tidak ada
sosialisasi pemerintah Terhadap Kebijakan yang dikeluarkan dan langsung
diterapkan dan diimplementasikan Langsung di kecamatan Lambu.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan:
Warga yang melakukan aksi dan menamakan dirinya sebagai kelompok
Front Reformasi Antitambang.dianggap melanggar karena menduduki
Pelabuhan Sape yang mengakibatkan mengganggu aktivitas transportasi
penyebrangan kapal Feri dari NTB ke NTT agar SK Bupati Bima No. 188
Tahun 2010 yang meberikan ijin pertambangan kepada PT Sumber Mineral
Nusantara tersebut agar segera dicabut.60
59hasil wawancara penulis dengan Adi Supriadi selaku jenderal lapangan, penanggung jawab
atas demonstran di kecamatan Lambu dan 1 (satu) orang temannya bernama muliyadin. pada Sabtu
malam pada tanggal. 26/02/2014 di rumahnya.
60Tanggapan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman NasutionArtikel berita Lombok
Post halaman 1. Mataram terbitan tanggal 24 Desember 2011
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Terlihat sangat kentara bahwa dalam Hal Pemblokiran Akses Transportasi
Pelabuhan Sape ke NTT oleh massa Demonsran meminta pemerintah untuk
pencabutan SK tersebut, warga juga meminta kepada penegak hukum seperti polisi
dan Jaksa untuk melepaskan seorang tersangka atas nama Adi Supriadi yang oleh
Pihak Kepolisia menangkap terkait kasus provokasi pembakaran kantor camat
Lumbu pada tanggal 10 Maret 2011.
Dalam aksi tersebut, warga menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai
tameng kapal ferry tak bisa menyeberang. Bupati dan Kapolda NTB melakukan
negosiasi secara berulang-ulang tapi massa tidak bergeming sepanjang kedua
tuntutannya tidak terpenuhi. Kemudian dilakukan tindakan penegakan hukum
untuk pembebasan jembatan penyeberangan fery dari pendudukan massa
demonstran yang berasal dari masyarakat kecamatan Lambu.
Aksi ujuk rasa tersebut bertahan hingga Sabtu 24 Desember 2011 ini hingga
pada pukul 08.00 wita terjadi upaya penindakan oleh aparat kepolisian dan
penangkapan terhadap provokator aksi ini. Dalam penertiban tersebut, pasukan
yang diterjunkan langsung dipimpin oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Arif
Wachyunandi.Korban meninggal dunia, Arief Rachman 18 tahun dan syaiful 17
tahun, Jelas Brigjen Pol Arif Wachyunandi Kapolda NTB.Warga menolak
kehadiran industri tambang oleh PT Sumber Mineral Nusantara yang mendapat
izin usaha tambang seluas seluas 24.980 Ha, dimana dari areal tersebut merupakan
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ruang hidup warga yang merupakan area pertanian.masyarakat mempertanyakan
kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) kepada camat Lambu.
Dalam hasil wawancara penulis terhadap bapak Jubair, S.Ag selaku
sekretaris Camat Lambu yang sekarang.61
Bahwa Camat Lambu Bapak Muhaimin, S.Sospernah berjanji dalam
Pertemuan yang digelar di ruangan Aula kantor kecamatan Lambu antara
kelompok masyarakat dan Camat beserta Aparaturnya bahwa:   PT. Sumber
Mineral Nusantara (SMN) memang telah memiliki IUP bernomor
188/45/357/004/2010 dengan luas 24.980 Ha (SK Bpati Bima) yang beroperasi
di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT. Indo
Mineral Cipta Persada untuk menolak kehadiran PT. Sumber Mineral
Nusantara (SMN) dengan segenap aktivitasnya, mengingat luas lokasi yang
begitu besar dan ancaman bahaya lingkungan yang tidak sebanding dengan
jaminan kesejahteraan atas proses penambangan yang akan terjadi di
Kecamatan Lambu. Harapan masyarakat yang ingin menjaga tanah kelahiran
dan generasi rakyat Lambu itu pun akan disampaikan ke Bupati Bima,
Janji Camat itu telah menyebar ke masyarakat, namun kehadiran Bupati pun
tak kunjung tiba di Kecamatan Lambu, berbeda saat Ia menjadi Calon Bupati yang
hampir perminggu mengunjungi bahkan bermalam di Kecamatan Lambu. Karena
belum bertemu kembali dengan Camat Lambu, Front Rakyat Anti Tambang
(FRAT) kembali memasukkan surat pemberitahuan unjuk rasa yang kedua kalinya.
Tepat pada hari senin (31-01-2011) dengan kekuatan massa yang lebih besar.
Sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT)
61Sekretaris camat Lambu Jubair S. Ag Pada saat penulis mewawancainya di kediamannya pada
tanggal. 20 Februari 2014. Dengan tujuan untuk validasi data-data yang penulis telah dapatkan
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kembali mendatangi kantor camat dan meminta Camat Lambu untuk
menandatangani surat pernyataan penolakan adanya penambangan emas yang
telah dioperasikan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Walaupun PT
tersebut baru melakukan eksplorasi, ini sama halnya membuka pintu gerbang
eksploitasi hasil Alam di Kecamatan Lambu yang akan berimbas pada dampak
lingkungan yang buruk dan embrio bencana bagi masyarakat Lambu, serta
terkuras dan hilangnya mata air diwilayah IUP PT. Sumber Mineral Nusantara
(SMN) dan terganggunya kegiatan pertanian Masyarakat yang tentunya pula akan
menyengsarakan generasi dan rakyat Lambu, Sape dan Langgudu bahkan
masyarakat kabupaten Bima pada umumnya.
Koordinator lapangan pada Massa demonsran AdiSupryadin menanggapi
reaksi sekretaris camat Lambu tersebut bahwa:
Karena Pemerintah Kabupaten Bima lewat Sekretaris Camat, Abdurrahman
tepatnya hari rabu malam tanggal 9-02-2011 melakukan pengumuman lewat
Mesjid Agung kecamatan Lambu, agar masyarakat tidak melakukan unjuk rasa
penolakan tambang. mendengar pengumuman Sekretaris Camat,AdiSupryadin
lantas menggerakan ratusan masyarakat mendatangi mesjid dan hampir saja
menganiaya Sekretaris Camat tersebut jika tidak diamankan oleh aparat polisi
setempat Keheranan atas kepemimpinan Bupati dalam hal menyerap aspirasi
rakyat kembali dipertanyakan masyarakat Lambu. Setelah menyamakan
persepsi dan mengajukan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Mapolresta Kota
Bima dan mendapati SSTP dari Kepolisian seluruh masyarakat dari empat
belas desa yang ada di kecamatan Lambu bergabung bersama dengan Front
Rakyat Anti Tambang (FRAT) dan kembali menggelar aksi unjukrasa untuk
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yang ketiga kalinya. Rakyat lambu kembali mendatangi kantor Camat Lambu
dan menuntut hal yang sama seperti aksi-aksi sebelumnya.
Massa aksi melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang
jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di
kantor Camat Lambu, massa unjuk rasa melakukan orasi bergantian dan
menyampaikan tuntutan yang sama bahwa Pemerintah harus mencabut Izin Usaha
Penambangan yang telah dikeluarkan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara, dan
sebagai bentuk pengabulan akan aspirasi rakyat Lambu itu, kordianator aksi
meminta camat untuk mau menandatangani Surat Pernyataan Penolakan.
Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh 250 personil aparat Polres Kota
Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda
NTB, kembali memediasi perwakilan dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT)
dengan pihak Camat. Pertemuan pun kembali di gelar dan pihak camat pun tetap
menjawab tuntutan pengunjuk rasa dengan jawaban-jawaban seperti jawaban
sebelumnya dan Camat Muhaimin, S.Sos pun menambahkan bahwa hari ini Bupati
Bima masih di Mataram sehingga belum bisa bertemu dengan masyarakat
Lambu.62
Pertemuanpun berakhir, dan perwakilana Front Rakyat Anti Tambang
(FRAT) kembali menjelaskan pertemuan mereka di atas mobil Komando.
Mendengar Bupati sedang berada di Mataram, massa pengunjuk rasa merasa
62Sekretaris camat Lambu Jubair S. Ag Pada saat penulis mewawancarainya di kediamannya
pada tanggal. 20 Februari 2014
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kecewa dan tiba-tiba mendorong pintu Kantor Kecamatan Lambu tanpa Komando
koordinator aksi yang seketika itu pula di balas dengan tembakan oleh pihak aparat
baik menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang
menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir
aparat kecamatan yang berdiri di samping kantor sehinggu
memicu/memprovokatif keadaan.
Ricuhpun tidak dapat dihindari dan terjadi begitu saja tanpa ada komando
dari siapapun, massa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang melihat temannya
terkena luka tembak dan ada yang tidak sadarkan diri, merasa simpatik dan
semakin membangun perlawanan terhadap aparat dan preman dengan persenjataan
apa adanya. Karena memang, aksi ini awalnya berlangsung damai, namun karena
tidak kooperatifnya Bupati Bima dalam mendengarkan aspirasi masyarakat
Lambu.
Kronologi Kebijakan ekplorasi dan ekploitasi tambang mangan dan emas ini
diperbaharui dan ditetapkan oleh Bupati Bima pada 28 April 2010 di bulan
terakhir masa jabatannya yang pertama atau 2 bulan sebelum pemilihan umum
kepala daerah. Setelah ditetapkan, resistensi masyarakat Bima mulai
bermunculan.Wujud legitimasi kebijakan kepala daerah mendeskripsikan
hubungan pemimpin dengan yang dipimpin (masyarakat) kurang komunikatif.
Implementasi Kebijakan yang berujung pada represivitas pada Masyarakat
yaitu implementasi Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang
eksplorasi dan eksploitasi Tambang Emas di Kecamatan Sape dan Lambu.
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Formulasi kebijakan tersebut dihasilkan bersifat top down dankeberpihakan
kebijakan pada elemen swasta yang berlawanan dengan prinsip partisipasi dan
pertimbangan aspirasi masyarakat dan implementasinya bertentangan dengan
nilai-nilai demokrasi.
Resistensi keras rakyat terhadap kebijakan izin usaha pertambangan di
Kabupaten Bima terdeskripsi tidak terlegitimasi.Keberpihakan kebijakan
pertambangan ditunjukan dengan implementasi kebijakan yang memaksa,
menggunakan cara-cara kekerasan, dan mencerminkan adanya unsur dominasi
serta manipulasi ruang publik yang bernafas liberalisasi ekonomi politik yang
diterapkan pada konteks struktur-struktur sosial. Hal ini juga mengafirmasi
penyelenggaraan pemerintahan yang terhegemoni dan berubah fungsi menjadi
ruang konsumsi massa berdasar kepentingan coorporate dan political elite.
Potensi-potensi (ruang) aspirasi masyarakat dibungkam dengan tameng
kekuasaan.Aspirasi-aspirasi masyarakat dihadang dengan senapan berdasarkan
persepsi bahwa suara-suara (kritik) masyarakat sebagai penghambat pembangunan
dan akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi kekuasaan.Pada hal, ruang
publik sebagai instrumen penyaluran aspirasi dalam rangka penguat suatu
kebijakan perlu diprakarsai pemerintah untuk mendapatkan legitimasi publik dan
merupakan hal yang mendasar dari keberhasilan pemerintah menjalankan
fungsinya.Selanjutnya, ruang publik tersebut bukan hanya sebagai instrumen saja
melainkan tuntutan-tuntutannya diterima oleh pemerintah sebagai muatan dalam
ruang publik yang dimaksud.
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Oleh karena itu, revitalisasi ruang publik menjadi agenda penguat bagi
kepentingan publik yang dimulai dengan pembentukan musyawarah yang egaliter-
rasional sesuai opini publik yang kritis terhadap segala bentuk hegemoni dan
dominasi kekuatan ekonomi dan politik daripada sikap opini yang
terinfeksi/termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok (korporasi/elit)
tertentu. Tujuannya untuk mempengaruhi dan mengawasi tindakan sistem dan
segala proses formulasi kebijakan publik dalam suprastruktur politik.
B. Hubungan Disharmonis Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Lambu
Keberadaan Konflik menegaskan suatu proses perubahan sosial dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada konflik tidak ada suatu bentuk
pemecahan terhadap suatu permasalahan sosial yang ada.Tidak terlepas dari
kecamatan Lambu sebagai salah satu wilayah di Kabupaten NTB.Potensi  daerah
tersebut dalam pertambangan membeuat para pemangku kebijakan membuat
kebijakan untuk mengeluarkan izin pertambangan.
Hal ini tentunya tidak salah mengingat dalam amandeman UUD 1945 juga
dijelaskan bahwa Sumber Daya Alam dikuasi oleh Negara dan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagai
Representasi dari Masyarakat tentunya memiliki Hak dalam menentukan
pemberdayaan potensi Alam di Daerahnya.Ketika suatu daerah memiliki potensi
tambang yang besar, maka upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber
daya tersebut oleh Pemerintah sangat dimungkinkan.
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Kehadiran kegiatan eksplorasi oleh PT. Sumber Mineral Nusantara, di area
kecamatan Lambu Kab.Bima memang cenderung mengakibatkan reaksi dari
Masyarakat sekitar, terutama bagi Masyarakat yang terkena langsung dampak
penambangan tersebut. Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan
pertambangan yang akan mengelola Sumber daya alam di wilayah mereka.
Sementara, tidak ada informasi awal dari Pemerintah dan Instansi teknis apa
kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya.
Penolakan warga sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena
perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi
yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Yang terjadi di
lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan
terjadi akibat izin eksploitasi yang dikantongi oleh PT. Sumber Mineral Nusantara,
hal demiakian inilah yang mengawali terjadinya hubungan disharmonis antara
pemerintah Kabupaten Bima dengan Masyarakat Kecamatan Lambu
Masyarakat Kecamatan Lambu Hawatir jika kegiatan pertambangan tersebut
dilakukan.Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal
mengetahui kehadiran perusahaan tambang.Sehingga ketika ada aktifitas
pertambangan, warga tidak kaget.Termasuk sebelum izin diberikan pada
perusahaan tersebut.Kenyataannya, masyarakat justru dikagetkan dengan adanya
aktifitas pertambangan berupa penggalian pencarian potensi sumber daya alam di
daerah mereka, kecamatan lambu kabupaten bima.
76
Untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harusnya melakukan berbagai
macam cara yang intensif untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat,
bukan serta merta mengeluarkan kebijakan yang di lain pihak merugikan
masyarakat. Jika yang terjadi di lapangan adalah konflik tengah berlangsung
karena masalah tersebut, maka cara penyelesaian konflik yang terbaik adalah
melalui negosiasi yang di negosiatori oleh DPRD Kabupaten Bima. semestinya
DPRD memiliki wewenang untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk
berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak akan tetapi Tampaknya, eksploitasi agraris
dari kaum kapitalistik dan Pemerintah Kabupaten Bima yang demikian sistemik di
dalam berbagai aspek, terlihat dalam konstalasi hubungan antara negara dan
masyarakatyang selama ini berlangsung di Kecamatan Lambu Kapupaten Bima.
Konflik yang ada di Lambu ini dari kacamata terori konflik sosial, maka
hakikat konflik itu sendiri adalah merupakan perselisihan yang terjadi antara
paling tidak oleh dua pihak, di mana kebutuhan keduanya tidak dapat dipenuhi
dengan sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan.63Kondisi ini
merupakan suatu kondisi ketidak cocokkan. Posisi kedua pihak juga tidak cocok
satu sama lain. Di mana ada bentuk-bentuk kelangkaan yang terjadi di antara
kedua pihak tersebut.
63Susan, Novri.. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kotemporer. Jakarta: Kencan. 2011.
.halaman, 95
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Jelas bahwa masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan
masing-masing, warga masyarakat kecamatan Lambu yang sebagian besar
dominan berprofesi sebagai petani ini merasa memiliki kepentingan atas tanah dan
masa depan penghidupan mereka yang diperkirakan akan terganggu jika proses
penambangan berlangsung, dan di lain sisi kepentingan pemerintah kabupaten
Bima yang di gadang-gadang ingin mensejahterakah daerahnya dengan dalih
mengeksplorasi bahan tambang yang ada di daerahnya. Sebenarnya niat Bupati
Bima bapak Fery Zulkarnain ST ini sah-sah saja karena juga tertuang dalam UUD
1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat”64
Jika memang tujuan dari diberikannya IUP oleh Bupati Fery Zulkarnain ST
tersebut adalah murni untuk kemakmuran rakyat harusnya masyarakat juga
diharapkan mendukung keputusan Bupati Bima Fery Zukarnain ST.Ketidak
cocokan penggunaan lahan/Sumber Daya Alam ini disinyalir karena Pemerintah
Kabupaten bima tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal
rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif
masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari Bupati
Bima atas pengesahan Izin Usaha Penambangan di kecamatan Lambu kabupaten
bima oleh Bupati Bima Fery Zulkarnain ST tersebut.
64Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 2
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Hubungan Disharmonis antara kedua belah pihak yaitu antara masyarakat
dengan Pemerintah ini terjadi akibat dari keputusan sepihak Bupati Bima Fery
Zulkarnain ST yang menerbitkan Surat Izin Penambagan No. 188/2010 kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikan dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat kecamatan Lambu. Konflik kebijakan ini
kerap kali terjadi jika pemegang kebijakkan tidak melibatkan stakeholdernya
dalam proses pengambilan keputusan. Ini tentunya akan menimbulkan
ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemegang kebijakan yang bisa
berimplikasi terhadap terjadinya konflik-koflik sosial atau kerap disebut konflik
horizontal.
Hasil pengamatandan wawancara bebas dan mendalam dengan para
informan di lapangan tampak menunjukkan hal itu bahwa permasalahan di wilayah
pertambangan Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah
terjalin dalam bentuk interaksi antara pihak PT. Sumber Mineral Nusantara dengan
pemerintah Kabupaten Bima sehingga melahirkan kebijakn pemerintah dalam
bentuk SK Bupati Bima Nomar 188 tahun 2010 Tentang Izin pertambangan.
Atas dasar itulah pemecahan masalah di Kecamatan Lambu bila ditinjau dari
sudut pandang sosiologis berarti pemecahan yang harus dimulai dengan
menganalisa hubungan antar golongan atau lapisan masyarakat yang menguasai
tanah dan aset atau modal lain, dilanjutkan dengan usaha-usaha untuk mengubah
hubungan-hubungan tersebut. Dalam artian, harus dipahami adanya lapisan yang
penguasaannya kuat seperti pemilik tanah di wilayah pertambangan, ada pula yang
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lemah dan tidak memiliki tanah atau sama sekali tidak mempunyai kuasa apa pun
sehingga menjadi sangat dependent dan hanya kepercik sampah industri. Hal ini
didasari oleh kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial, dan ketiganya
sukar dipisahkan secara sempurna.
Keterjalinan kepentingan politik, ekonomi dan sosial merupakan suatu
kenyataan yang harus kita ungkapkan secara berani dan obyektif, tanpa
menimbulkan ungkapan seperti mengadu domba atau memecah belah lapisan-
lapisan masyarakat di wilayah pertambangan atau istilah dalam penelitian ini
hubungan disharmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam konteks eksploitasi tambang terhadap sumber daya alam yang ada di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, keberadaan perusahaan tambang Emas
belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima, malah yang terjadi fakta empirik justru menunjukkan hal
sebaliknya yaitu perusahaan tambang Emas merugikan masyarakat lokal dan
merusak lingkungan.
Akhirnya, jika ditinjau dari faktor keberlanjutan sebagai akibat dari
eksplorasi sumber daya alam oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN), maka
secara otomatically mempengaruhi kesuburan tanah dan tingkat kesuburan
tanaman dan persawahan masyarakat Kecamatan Lambu dan sekitarnya. Tentu
saja demikian, karena deru debu dan asap tebal yang mengepul ke udara tak
mengenal waktu itu, adalah akibat langsung dari aktivitas perusahaan tambang
yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lingkungan dan mata
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pencaharian masyarakat Kecamatan Lambu. Tanaman perkebunan dan
persawahan, tanaman rumput laut, sumur-sumur dan sumber mata air yang
menjadi andalan masyarakat selama ini mengalami masalah. Demikian
pula Income generatingdan ancaman degradasi lingkungan menjadi masalah serius
bagi masyarakat Kecamatan Lambu dan sekitarnya.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu petani di desa Rato Kecamatan
Lambu pada saat penulis mewawancarainya di Rumah Miliknya.65
Betapa luar biasanya anuhgerah tuhan kepada anggota keluarga kami.
Sepanjang tahun areal perkebunan yang kami punya yang padahal awalnya
adalah hanya sebuah hutan belantara, namun pada akhirnya sukses gemilang
saya dan suami sayamengelolahnya serta hasilnya telah dapat membantu dan
memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kami sehari-hari.tampa ada
pertambangan pun kehidupan kami tetap sejahtera
Atas dasar inilah, maka evaluasi secara periodik terhadap keberadaan
perusahaan tambang Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) perlu
dilakukan. Apabila ternyata dampak negatif lebih besar daripada dampak positif,
maka sebaiknya operasi dan eksplorasi perusahaan tambang segera dihentikan.
Jika tidak, maka bersiaplah untuk menyaksikan malapetaka lingkungan dan
kemanusiaan yang cepat atau lambat akan menggelegar di permukaan bumi
Lambu dan sekitarnya.
65Hasil wawancara penulis dengan ibu hamida salah seorang ibu Rumah Tangga yang tinggal di
Desa Rato.Adalah salah satu masyarakat kecamatan Lambu yang memiliki tanah pas di bawah kaki
Gunung Are Pertambangan Emas. Wawancara tanggal 19 Februari 2014
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Keberadaan perusahaan tambang Emas seperti PT. Sumber Mineral
Nusantara (SMN),yang terdapat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah
berdampak nyata dalam mempengaruhi pola interaksi sosial dan pola hubungan
sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yaitu Masyarakat Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima.
Perubahan pola interaksi sosial masyarakat sangat jelas kelihatan terutama
jika dibandingkan dengan keadaan sebelum perusahaan tambang Emasoleh PT.
Sumber Mineral Nusantara (SMN) masuk dan setelah PT. Sumber Mineral
Nusantara beroperasi. Perubahan pola interkasi sosial yang terjadi dalam
masyarakat sebelum PT. Sumber Mineral Nusantara masuk adalah pola interaksi
sosial yang bersifat asosiatif berupa hubungan kerjasama yang bersifat intim dan
akrab antara satu orang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.
Hubungan-hubungan yang bersifat asosiatif tersebut tidak hanya berlangsung di
dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri saja, tetapi juga dapat berlangsung
pada masyarakat secara luas. Singkat kata, interaksi sosial yang terjadi pada
Masyarakat Kecamatan Lambu sebelum industri tambang masuk adalah interaksi
sosial yang bersifat asosiatif.
Namun, setelah PT. Sumber Mineral Nusantara melakukan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Lambu, secara otomatis dapat
merubah pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pola interaksi sosial
yang terjadi setelah masuknya industri pertambangan Emasoleh PT. Sumber
Mineral Nusantara adalah lebih diwarnai oleh interaksi sosial yang bersifat
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disasosiatif atau hubungan sosial yang bersifat konfliktual. Pertentangan atau
konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya terjadi antara masyarakat
dengan masyarakat (antar keluarga), masyarakat dengan pihak perusahaan,
maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah (Kabupaten Bima).
Kehadiran industri pertambangan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara
hanyamembawa perpecahan, permusuhan dan konflik dalam masyarakat yang
berujung pada hubungan disharmonis antara Masyarakat dengan pemerintah.
Konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti terjadi antara masyarakat dengan
masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan,antara masyarakat dengan pihak
pemerintah (Kabupaten Bima).
Melacak resistensi masyarakat Kabupaten Bima terhadap kebijakan kepala
daerah dalam hal ini Bupati Bima yang berkaitan dengan izin eksplorasi dan
eksploitasi tambang mangan dan emas menunjukan demokrasi semu yang hanya
secara prosedural, tidak adanya ruang publik untuk berpartisipasi. Siklusnya rakyat
hanya berpartisipasi sebatas pada pesta prosedural demokrasi (Pemilihan Kepala
Daerah) setiap lima tahun. Hak memilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah
secara nyata dan bermakna secara tidak langsung rakyat memberikan aspirasi
kepada figur yang terpilih sebagai pemimpin politik.Tetapi, pada konteks
kebijakan, yakni komposisi, bentuk, dan konstruksi (konfigurasi) politik untuk
partisipasi rakyat dalam formulasi dan implementasi kebijakan belum terwujud.
Hal ini, ditandai oleh adanya resistensi masyarakat terhadap izin eksplorasi
dan eksploitasi tambang mangan dan emas berdasarkan Izin Usaha Pertambangan
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dari Bupati Bima bernomor 188/45/357/004/2010 kepada PT Sumber Mineral
Nusantara dengan luasan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.
Kebijakan tersebut lebih kepada pahaman kebijakan yang bersifat top down
menempatkan garis lurus (kesamaan pahaman) pengambil keputusan dengan
masyarakat disaat keputusan politik tersebut diimplementasikan. bahwa dampak
dari kebijakan itu hanyalah merupakan persoalan instrumental belaka, sehingga
dalam suasana sosial, ekonomi dan politik yang bagaimanapun, selalu mampu
dikontrol sepenuhnya oleh sang pemiliki alat, yakni pembuat kebijakan. Padahal,
dampak kebijakan, entah itu berada pada ranah kebijakan sosial yang sederhana
sekalipun beserta semua proses-prosesnya sebagai pemicu yang melahirkan
dampak sering punya hukum-hukumnya tersendiri.Sangat mustahil rakyat tidak
melegitimasi suatu keputusan politik jika suatu keputusan telah disepakati bersama
rakyat. Artinya tidak ada ruang partisipasi dalam proses formulasi kebijakan
eksplorasi dan eksploitasi tambang mangan dan emas di Kabupaten Bima.
Terjadinya disharmoni relasi dalam keputusan politik antara Pemerintah
dengan Masyarakat, Kolaborasi kekuasaan Negara dengan private sector
mengakibatkan terjadinya tirani otoritarian dan kapitalisasi penyelenggaraan
pemerintahan.Tirani otoritarian dan keberpihakan kebijakan pada kapitalisasi
(pemilik modal) terjadi di Kabupaten Bima yang mendeskripsikan masyarakat





Dari hasil penelitian Jelasbahwa konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima adalah benar Murni Konflik Fertikal atau Konflik Negara dan
Masyarakat, Konflik yang disebabkan karna adanya Regulasi Pemerintah
Kabupaten Bima yang tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat kecamatan
Lambu. Sehingga terdapat beberapa permasalahan besar yang dijawab dalam
penelitian ini yaitu :
1. Konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dipicu oleh
munculnya Surat Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2010 tentang
pertambangan yang mengizinkan eksplorasi tambang Emas oleh PT Sumber
Mineral Nusantara. Izin itu ditentang oleh warga Kecamatan Lambu karena
dianggap merugikan warga kecamatan Lambu dan sekitarnya. yang menurut
Penelitian ini tidak ada sosialisasi pemerintah Terhadap Kebijakan yang
dikeluarkan dan langsung diterapkan dan diimplementasikan di kecamatan
Lambu . kebijakkan yang tidak melibatkan stakeholder dipihak masyarakat
kecamatan Lambu dalam proses pengambilan keputusannya. Sehingga
menimbulkan Peristiwa-peristiwa anarkisme masyarakat Kecamatan Lambu
mulai dari Pemblokiran Pelabuhan Sape, Pembakaran kantor-kantor kepala
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Desa, pembakaran Kantor Camat Lambu, pembakaran Kantor Bupati di Bima
Nusa Tenggara Barat oleh massa yang berasal dari masyarakat kecamatan
lambu. Peristiwa Anarkisme ini dilatar belakangi atas penolakan warga
masyarakat lambu atas ijin pertambangan yang diberikan kepada PT. Sumber
Mineral Nusantara dengan IUP Eksplorasi Tembaga nomor
188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, masa berlaku dari tanggal
28 April 2010 hingga 1 Mei 2015, dengan luas wilayah, garapan 14.318
Hektare. Konflik terjadi akibat kelambanan Bupati Bima dalam mencabut izin
PT. Sumber Mineral Nusantara sebagai penyebab meluasnya Eskalasi konflik,
Bupati terlalu lamban mengantisipasi Aspirasi Masyarakat. Aksi protes itu
dianggap sepele. Pasca peristiwa di Pelabuhan Sape Bupati tidak langsung
mencabut izin. Baru setelah terjadi eskalasi, pembakaran Kantor Camat Lambu
dan Kantor Bupati, baru Bupati mencabut izin tersebut. Bupati Bima terkesan
sangat tidak peka melihat perkembangan Ekskalasi konflik yang kian membesar
dari pergerakan warga masyarakat Kecamatan Lambu sejak akhir 2010.
2. Masyarakat di Kecamatan Lambu merasa dikagetkan atas kehadiran perusahaan
pertambangan yang akan mengelola Sumber daya Alam di wilayah mereka
karena tidak ada informasi awal dari Pemerintah Kabupaten Bima dan Instansi
teknis terkait apa kegiatan dari perusahaan itu dan apa manfaat yang akan
diterima warga Kecamatan Lambu dan lainnya. Sewalaupun perusahaan baru
masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan
digarap.  Masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan
86
terjadi akibat eksploitasi yang nanti akan dilakukan oleh PT. Sumber Mineral
Nusantara. Sehingga inilah yang membuat terjadinya  hubungan disharmonis
antara pemerintah Kabupaten Bima dengan Masyarakat Kecamatan Lambu.
Sewalaupun demikian kebijakan dan Regulasi pemerintah Kabupaten Bima
DPRD Kabupaten Bimapun enggan menggunakan Hak Konrrol mereka,
Masyarakat Kecamatan Lambu Terkesan marah dan kesal karena merasa
seolah-olah terjadi kong kalikong antara Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal
ini Bupati Bima selaku Kepala Eksekutuf Daerah dengan DPRD Kabupaten
Bima yang semestinya DPRD memiliki wewenang untuk mempertemukan
kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai suatu
kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal inilah
yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan
politis dan pribadi Bupati Bima atas pengesahan Izin Usaha Penambangan
tersebut. Sehingga jelas seperti yang terdapat pada hasil penelitian ini bahwa
terjadi hubungan disharmonis antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan
Masyarakat Kecamatan Lambu disebabkan Regulasi Pemerintah Kabupaten
Bima terhadap proyek Pertambanagan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
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B. Implikasi Penelitian
Konflik selalu lahir dari kondisi ketimpangan atau perbedaan kepentingan
antara pihak-pihak yang terkait.Berbagai hal dapat menggiring masyarakat menuju
aksi protes dan perlawanan yang merepresentasikan konflik sebagai suatu aksi
kolektif.
Hal tersebut mengisyaratkan atas apa yang terjadi di kecamatan Lambu.
Dalam kasus ini, tidak jarang pihak pemilik otoritas yakni pemerintah kabupaten
Bima seolah mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini telah
menggantungkan hidupnya pada aspek pertanian dan kelautan.Dominasi yang
dilakukan oleh pihak-pihak pemilik otoritas dapat menyulut konflik dan
perlawanan dari pihak masyarakat.
Pihak pemerintah selaku pemilik otoritas atas legalitas pemanfaatan
kawasan, melakukan proses politik dan kebijakan sehingga pada akhirnya
memberikan pihak swasta izin untuk memanfaatkan sumber daya alam di kawasan
kecamatan Lambu. Sehingga dengan adanya aktivitas penambangan dapat
berdampak pada ketidakseimbangan kondisi ekosistem, atau dengan kata lain
dapat menimbulkan destabilisasi ekosistem di kecamatan Lambu. Dengan
kehadiran aktivitas pertambangan,degradasi lingkungan akan menggiring kawasan
kecamatan Lambu pada ancaman krisis ekologi yang serius. diantaranya pada
aspek sosio-ekologi dan aspek sosio-ekonomi.
Dalam dampak sosio-ekologi, permasalahan yang melingkupinya
diantaranya adalah seperti perubahan degradasi kualitas air sungai, kerentanan
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bencana alam, dan eksistensi biota laut.Sedangkan pada aspek sosio-ekonomi, hal
ini dapat dilihat seperti dampaknya pada pendapatan, alokasi waktu bekerja,
kesempatan bekerja, dan hubungan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam konsepsi konflik, mereka dapat bergerak untuk
melawan dan menuntut atas kondisi yang tidak sesuai dengan yang mereka
harapkan dengan berbagai bentuk dan caranya.Ketika muncul suatu rangsangan
yang berasal dari perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait, konflik
dapat dengan mudah terbentuk dan mencuat. Namun konflik juga memiliki
kedalaman dan intensitasnya sendiri, yang akan berbeda pada kelompok
masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini juga akan mengarah pada
analisis dampak sosio-ekologi dan sosio-ekonomi di kecamatan Lambu.
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Skripsi iniperlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui sejauh mana terdapat respons kritis (konflik) negara
dan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di kecamatan Lambu kabupaten
Bima.Penelitian tentang konflik Negara dan masyarakat di kecamatan lambu Bima
ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis
deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistimatis fakta tentang
bagaimana konflik terjadi.pendekatan konstruksi realitas sosial pada level
kontekspun juga penulis lakukan dan itu masih perlu disempurnakan dan sangat
terbuka kemungkinan jika materi ini dianalisis dengan menggunakan analsis
model lain.
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Kendala yang dihadapi peneliti ketika melakukan analisis tentang bagaimana
sistem pemerintah yaitu untuk membedah regulasi pemerintah yang
diteliti.penggunaan judul, KONFLIK NEGARA DAN MASYARAKAT “studi
tentang regulasi Pemerintah Kabupaten Bima terhadap proyek pertambangan di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” tidak bisa dipungkiri ada ketidaktepatan
peneliti didalam mengalisis. Banyak hal yang bisa digali lebih dalam mengenai
pemberitaan peristiwa konflik yang terjadi di kecamatan lambu-Bima yang
disebabkan adanya SK tambang No. 188 thn 2010 yang diujukan kepada PT.
sumber mineral bertujuan eksploitasi daerah yang berada di wilayah Kecamatan
Lambu-Bima Nusa Tenggara Barat.
Penelitian tentang konflik bisa dilakukan dengan metode lainnya seperti
analisis isi dan analisis wacana. Karna dalam penelitian ini penulis memberikan
dua strata yang diteliti maka Saran yang peneliti sampaikan untuk pihak
pemerintah sebagai strata satu adalah, perlunya pelatihan dan pengenalan medan
kerja untuk masing-masing aparatur pelaksana aturan atau UU, konsep dan
struktur kerja perlu diberikan kepada aparatur Negara sehingga mengerti tentang
kaidah-kaidah dalam pelayanan publik.
Pemerintah diharapkan memperbaikai kinerjanya dalam mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Indonesia, legislatif diharapkan lebih
aspiratif, responsip dan inovatif menyikapi aspirasi masyarakat, kepolisian
diharapkan agar lebih profesional dan akuntabel dalam mengayomi dan
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melindungi masyarakatnya. Sementara masyarakat juga diharapkan agar lebih arif
dan sabar dalam menyampaikan aspirasinya.
Saran yang peneliti sampaikan untuk pihak masyarakat sebagai strata kedua
dalam penelitian ini adalah, perlunya pengkajian dan analisis yang konprehensif
validitas data apakah peraturan-peraturan (kebijakan publik) yang dikeluarkan oleh
pemrintah itu berpotensi akan merugikan masyarakat atau tidak, ataukah dibalik
kebijakan itu ada unsur kepentingan elit politik tertentu, karna Yang sesungguhnya
setiap kebijakan-kebijakan seperti ini tidak terlepas dari nuasa politik kalangan
Elite politik ditingkat pusat.
91
DAFTAR PUSTAKA
AL QUR’AN DAN HADIST
Al- Qur’an terjemahan Departemen Agama Republic Indonesia
SUMBER BUKU:
Amin.Ahmad, Sejarah Bima: Sejarah Pemerintahan dan Serba serbi kebudayaan
(1971). Dalam bentuk stensil, Mataram: Departemen Pendidikan dan
kebudayaan, proyek pembangunan permuseuman NTB.
Arikunto. Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta.
Brata. Kusuma, Deddy. Supriadi, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah,Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Dahlan.Thaib dan Jazim.Hamidin, “Teori hukum dan Konstitusi” RajaGravindo
Persada, Jakarta 1999
Edie.Toet Hendratno, (2009) Negara kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme. Edisi
pertama , Graha Ilmu. Yokyakarta
Eko, Sutoro. 2005. “Opini Publik, Partisipasi dan Demokrasi Deliberatif”. Dalam
Komunikasi Pemberdayaan, Yuli Setyowati (editor). Jogyakarta: APMD Press.
Gaffar, Afan (2005). Politik Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hadi.Sutrisno, (1999), Pengantar Metodologi Research II, Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Istanto. F. (2000), Beberapa segi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam
negara kesatuan Indonesia, karyaputra,Yokyakarta
Kaho. Josef Riwu, (2000), Prosfek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Rajawali,
Jakarta.
Kaho. Josef Rihu. 2000, Prospek Otonomi Daerah di Negara kesatuan Republik
Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
92
Karim. Abdul Gaffar. 2003.Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kementerian Agama RI 2012 Al- Qur’an dan terjemahan (yayasan pelanggaran
terjemahan Al- Qur’an)
L. Massir Q. Abdullah, (1981/1982) Bo: Suatu himpunan catatan kuno Daerah bima.
Mataram: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, proyek pembangunan
permuseuman NTB
Nurtjahjo. Hendra, (2005), Ilmu Negara-pengembangan teori bernegara dan
suplemen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Moleong, Lexy J., (1990), Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Prakoso.Djoko, (2006), Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha
Penyempurnaannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Padmo.Wahjono, Nazaruddin.syamsuddin. Pengantar Ilmu Politik;Rajawali Pers,
citra Niaga Buku Perguruan tinggi Jakarta.
Sadono sukirno.(2006) “Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, Dan Dasar
Kebijakan”,edisi kedua.Kencana.Jakarta.
Saparin.Sumber, (2001), Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prijosaksono, Aribowo Roy Sembel. Negosiasi. The Indonesia Learning Institute,
Indonesia; Gama Media. 2009
Sugyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Ban dung:
Alfabeta
Septy.Ruzuy, Bahasa Bima: suatu kajian mengenai Nahu dan bunyi dalam
perbandingan bahasa melayu/Indonesia (1983)
Siendentop, Larry, “ Teoripolitik dan idiologi: Masalah Negara,” dalam The Nature
of Political Theory. Di terjemahkan oleh Fakhuddin R. Lubis Dengan Judul “
politik dalam perspektif pemikiran, filsafat dan teori” (Jakarta: Rajawali).
Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kotemporer. Jakarta:
Kencan
Soekanto, Soerjono. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006.
93
Rozali.Abdullah, (2005) “Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala
Daerah secara langsung ”RajaGravindo Persada. Jakarta
Tawalinuddin Haris, “Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA”, Putra Sejati
Raya, Jakarta. 1997
Wahab.Solichin Abdul.(2001).Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.




diambil tggl 21 Januari 2013
http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja diakses Sabtu, 26oktober 2014
Supriadi.Teori konflik.Http://id.shvoong.com diakses taggal 21 oktober 2011
SUMBER SKRIPSI DAN TESIS
Karya Ahmad Firdaus Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas
Perjuangan Republik Indonesia (UPRI) Makassar Tahun 2009 dengan Judul:
KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA "Studi Tentang Hubungan
Kepemimpinan desa dan kecamatan“
Karya Muhammad Erwin Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Pablik Universitas
Muhamadiyah Makassar 2010. Dengan Judul: KONFLIK SOSIAL “Analisa
terhadap risiko Pertambangan Rakyat di Kendari Sulawesi Tenggara”
Karya Ahmad Nawawi Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanudin tahun
2007. Dengan Judul: KONFLIK PAPUA“ Studi terhadapTuntutan Gerakan















































































































Dinamika Konflik Negara dan Masyarakat tentang regulasi Pemerintah
terhadap proyek Pertambangan di Kecamatan Lambu-Bima
A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama lengkap :




Lama tinggal di lokasi : Tahun.
No. Responden : ………………………………………………..
Lokasi Wawancara : ………………………………………………..
Hari/Tanggal Wawancara : ……………………………………………………
Pendidikan terakhir : (   ) Tidak Sekolah
(   ) SD (Tamat/Tidak Tamat)
(   ) SMP (Tamat/Tidak Tamat)
(   ) SMA (Tamat/Tidak Tamat)
(   ) Universitas (Tamat/Tidak Tamat)
(   ) Lainnya.........
Status kependudukan : (   ) Asli
(   ) Pendatang, dari…………
Status perkawinan : (   ) Belum menikah
( ) Menikah
(   ) Cerai Hidup
(   ) Cerai Mati
Pekerjaan utama : (   ) Nelayan
(   ) Pegawai Swasta (Buruh)
(   ) Wiraswasta/usahawan
(   ) Pelajar
(   ) Lainnya:………………….
Pekerjaan sampingan :
B. DAMPAK SOSIO-EKOLOGI
Berilahtanda (X) pada pertanyaan dibawah ini pada kolom yang telah
disediakan.Isi kolomini sesuai dengan realitas sosial masyarakat kecamatan Lambu
sesuai dengan yang anda rasakan.
Keterangan:
- STS = Sangat Tidak Setuju
- TS = Tidak Setuju
- S  = Setuju
- SS = Sangat Setuju
1. Degradasi Kualitas Air






air menjadi berwarna gelap
3.
Aktivitas penambangan menyebabkan




air laut dipenuhi oleh sampah
5.
Aktivitas penambangan menyebabkan
air laut menjadi berbau tidak sedap
(seperti bau amis, sampah, dll)
2. Kerentanan Terhadap Bencana
















3. Degradasi Kualitas Pantai












pantai menjadi berbau tidak sedap
(seperti bauamis, sampah, dll)
C. DAMPAK SOSIO EKONOMI
Berilah tanda (X) pada pertanyaan dibawah ini pada kolom yang telah
disediakan. Isi pertanyaan dibawah kolom ini sesuai dampak yang ditimbulkan oleh
aktivitas pemanfaatan sumber daya alam terhadap perubahan pola dan struktur
ekonomi dan hubungannya dengan masyarakat, sesuai dengan yang anda rasakan:
1. Pendapatan Selama Satu  Bulan Terakhir
Anggota Keluarga







2. Alokasi Waktu Bekerja
No Kegiatan WaktuKerja
1 Waktu Bekerja 1. Pagi Saja (06.00-11.00)
2. Pagi-Siang (jam 06.00-12.00)
3. Pagi-Sore (jam 06.00-18.00)
4. Pagi-Malam (jam 06.00-24.00)
5. Siang-Sore ( jam 12.00-18.00)
6. Siang-Malam (12.00-24.00)
7. Malam saja (18.00-24.00)
8. lainnya
2. Waktu istirahat/tidur 1. Tidur pada malam hari dan bekerja di
pagi-siang hari
2. Tidur pada malam hari dan bekerja di
pagi-sore hari
3. Tidur pada malam hari dan bekerja pada
siang-sore hari
4. Tidur pada pagi-siang hari dan bekerja
Pada siang-malam hari
5. Tidur pada pagi dini hari dan bekerja
Pada pagi-malam hari
6. Tidur pada pagi-sore hari dan bekerja
pada sore-pagi hari
7. Lainnya
3. Hubungan Antar Masyarakat
No Pernyataan STS TS S SS
6.
Aktivitas penambangan menyebabkan
menurunnya kebersamaan antar warga
7.
Aktivitas penambangan menyebabkan




menurunnya kepercayaan antar warga
10.
Aktivitas penambangan menyebabkan
menurunnya kerukunan antar warga
D. KONFLIK SOSIAL
Berilah tanda (X) pada pertanyaan dibawah ini pada kolom yang telah
disediakan. Isi pertanyaan dibawah kolom ini sesuai dengan yang anda rasakan:
1. Hubungan Dengan Pihak yang Berkonflik
No Pernyataan STS TS S SS
1.
Aktivitas penambangan menyebabkan rasa tidak suka
antara masyarakat dengan pihak PT. Sumber Mineral
Nusantara Persada
2.
Aktivitas penambanga menyebabkan rasa tidak
percaya antara masyarakat dengan pihak pemerintah
Kab. Bima dan PT.Sumber Mineral Nusantara
4.
Aktivitas penambangan menyebabkan renggangnya
hubungan antara masyarakat yang pro dan kontra
tambang
5.
Aktivitas penambangan menyebabkan kebencian
antara masyarakat dengan pihak PT. Sumber Mineral
Nusantara Persada
7.
Aktivitas penambangan menyebabkan rasa tidak
percaya antara masyarakat dengan pihak pemerintah
2. Kedalaman Konflik
No Pernyataan STS TS S SS
11.
Aktivitas penambangan menyebabkan keresahan di
antara warga
12.
Aktivitas penambangan menyebabkan ketegangan
antar warga
13. Masyarakat kerap mendapat terror dari dari pihak
yang kontra tambang
19.
Aktivitas penambangan menyebabkan masyarakat
melakukan demonstrasi secara radikal (kekerasan,
perusakan, dll)
20.
Penyebabkan terjadinya bentrok fisik antara pihak
yang berkonflik
Lampiran 3
Pedoman Wawancara Mendalam Kepada Aparatur Pemerintah
Dan Dinas- Dinas Terkait
- Hari dan Tanggal Wawancara : ........................................
- Lokasi dan Waktu Wawancara : ........................................
- Nama dan Umur Informan : .......................................
- Pekerjaan Informan : .......................................
Pra-Kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN)
1. Bagaimana sejarah pemanfaatan lahan di Kawasan kecamatan Lambu? Siapa
saja aktor-aktornya?
2. Sumber daya alam apa saja yang pada saat itu yang diperkirakan akan
dimanfaatkan?
3. Apakah sebelum melakukan pemanfaatan ada sosialisasi atau penjelasan
khusus kepada masyarakat baik dari pihak swasta ataupun pemerintah
kabupaten bima?
4. Secara umum, apa saja manfaat yang timbul setelah pemanfaatan sumber
daya alam tersebut?
5. Secara khusus, apa saja manfaat yang muncul setelah pemanfaatan sumber
daya alam tersebut khususnya bagi masyarakat petani dan nelayan di
kecamatan Lambu-Bima?
6. Secara umum, apa saja dampak yang timbul setelah pemanfaatan sumber
daya alam di Kawasan kecamatan Lambu?
7. Bagaimana tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut terhadap
dampak yang ditimbulkan?
8. Apakah dampak yang ditimbulkan tersebut pernah menuai protes dari
masyarakat khususnya dari masyarakat petani dan nelayan kecamatan
Lambu ?
9. Jika Ya, bagaimana proses penyelesaian protes yang dilakukan oleh pihak-
pihak terkait?
10. Apakah pernah muncul permasalahan-permasalahan lain misalnya, antara
pihak pemerintah dengan pihak swasta, swasta dengan masyarakat, atau
bahkan pemerintah dengan masyarakat?
Pasca-Kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN)
1. Bagaimana sejarah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT.
Sumber Mineral Nusantaradi kecamatan Lambu ?
2. Pertimbangan apa yang utama yang akhirnya muncul pemberian izin
pemanfaatan kawasan terhadap PT. Sumber Mineral Nusantara Persada?
3. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan oleh PT. Sumber Mineral
Nusantara Persada ?
4. Apakah sebelum melakukan pemanfaatan ada sosialisasi atau penjelasan
khusus kepada masyarakat baik dari pihak PT. Sumber Mineral Nusantara
Persadaataupun Pemerintah?
5. Secara umum, apa saja manfaat yang timbul setelah adanya penambangan
pasir yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persada?
6. Secara khusus, apa saja manfaat yang muncul setelah adanya penambangan
pasir yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persada khususnya
bagi masyarakatpetani dan nelayan di kecamatan Lambu ?
7. Secara khusus, apa saja dampak yang timbul setelah keluarnya SK
penambangan Emas yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara
Persadakhususnya bagi masyarakat petani dan nelayan di kecamatan
Lambu?
8. Bagaimana tanggung jawab PT. Sumber Mineral Nusantara Persadaterhadap
dampak-dampak yang ditimbulkan?
9. Tuntutan apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh mereka?
10. Aksi atau kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam memperjuangkan
tuntutan tersebut?
11. Bagaimana pihak pemerintah menanggapi aksi dan tuntutan yang dilakukan
masyarakat petani dan nelayan di kecamatan Lambu ?
12. Apakah anda mengetahui bagaimana awal kemunculan atau kronologi
konflik antara pihak masyarakat dengan pemerintah?
13. Pasca kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara Persada, apakah pernah
muncul permasalahan-permasalahan lain misalnya, antara pihak pemerintah
dengan pihak swasta, swasta dengan masyarakat, atau bahkan pemerintah
dengan masyarakat?
Lampiran 4
Wawancara Mendalam terhadap Tokoh Masyarakat
Hari dan Tanggal Wawancara : ...................................................
Lokasi dan Waktu Wawancara : ...................................................
Nama dan Umur Informan :....................................................
Pekerjaan Informan : ...................................................
1. Bagaimana awal mula kemunculan konflik di masyarakat kecamatan Lambu?
2. Siapa saja yang terlibat dan berperan dalam ‘memunculkan’ konflik pada
masyarakat kecamatanlambu?
3. Secara umum, apa saja manfaat yang timbul setelah adanya penambangan yang
dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persada?
4. Secara khusus, apa saja manfaat yang muncul setelah adanya penambangan
yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persadakhususnya bagi
masyarakat petani dan nelayan di kecamatan Lambu ?
5. Secara umum, apa saja dampak yang timbul setelah adanya penambangan yang
dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persada?
6. Secara khusus, apa saja dampak yang timbul setelah adanya penambangan yang
dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara Persada khususnya bagi
masyarakat petani dan nelayan?
7. Menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab atas dampak yang
ditimbulkan?
8. Apakah konflik yang terjadi di masyarakat mewakilkan tuntutan-tuntutan
tertentu?
9. Siapa saja sasaran aksi dalam memperjuangkan tuntutan tersebut?
10. Aksi apa yang dilakukan masyarakat petani dan nelayan kecamatan Lambu
dalam memperjuangkan tuntutannya? Bentuknya apa saja?
11. Apakah pernah ada konflik yang menjurus pada kekacauan/kekerasan dengan
pihak sasaran-sasaran tersebut?
12. Apakah pernah ada kejadian yang menjurus pada konflik dengan pihak diluar
dari sasaran-sasaran tersebut?
13. Apakah ada pihak lain yang turut membantu masyarakat kecamatan Lambu
dalam melakukan aksi?
14. Bagaimana kronologi konflik secara runtut yang terjadi pada masyarakat petani
dan nelayan?
Lampiran 5
Daftar Perusahaan Pemegang Izin  Usaha Pertambangan
(Iup) Logamdi Kabupaten Bima
1. PT. Indomining karya buana (pasir besi) No: 188.45/354/204/2010 tanggal April
2010 lokasi kecamatan Wera;
2. PT. Indomining karya buana (pasir besi) No: 188.45/355/004/2010 tanggal 28
April 2010 lokasi kecamatan Ambalawi
3. PT. jagat Mahesa karya (pasir besi) No: 188.45/345/004/2010 tanggal 28 April
2010 Lokasi kecamatan Wera;
4. PT. Indomining karya buana (Mangan) No: 188.45/349/004/2010 28 April 2010
lokasi kecaman Wawo;
5. PT. Indomining karya buana (Mangan) No: 188.45/350/004/2010 tanggal 28 2010
Loaksi Desa Sambori Kecaman Langgudu;
6. PT. Indomining karya buana (Mangan) No: 188.45/351/004/2010 tanggal 28
April 2010 Lokasi kecamatan Monta
7. PT. Indomining karya buana (Mangan) No: 188.45/352/004/2010 tanggal 28
April 2010 Lokasi kecamatan Madapangga;
8. PT. Indomining karya buana (Mangan) No: 188.45/353/004/2010 tanggal 28
April 2010 Lokasi Desa Waworada kecamatan Langgudu;
9. PT. Indomeneral Citra Persada (Tembaga dmp) No: 188.45/346/004/2010 tanggal
28 April 2010Lokasi Desa Campa kecamatan Mmadapangga;
10. PT. Indomeneral Citra Persada (Tembaga dmp) No: 188.45/347/004/2010 tanggal
28 April 2010 Lokasi Desa Mangge kecamatan Lambu;
11. PT. Indomeneral Citra Persada (Tembaga dmp) No: 188.45/348/004/2010 tanggal
28 April 2010Lokasi Desa Tolotangga kecamatan Monta;
12. PT. Bima Putera Mineral (Emas dmp) No: 188.45/344/004/2010 pada tanggal 28
April 2010 Lokasi Desa maria kecamatan Wawo;
13. PT. Angrah Nusantara Resources (Mangan) No: 188.45/343/004/2010 tanggal 28
April 2010 Lokasi desa Lido kecamatan Belo;
14. PT. Sumber Mineral Nusantara (Emas, Tembaga dmp) No: 188.45/357/004/2010
tanggal 28 April 2010 Lokasi  kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu;
15. PT. Bima Feroindo (Mineral, Logam, Biji Besi) No: 188.45/356/004/2010 tanggal





PERSETUJUAN PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA
BUPATI BIMA
Membaca : Surat Direktur Utama PT. Sumber Mineral Nusantara Nomor : 010/LTR/IV/2009 tanggal 17
april 2009, perihal permohonan perpanjangangan dan penyesuaian IUP bahan galian
Emas dan mineral pengikut.
Menimbang : a. Bahwa berdasrkan hasil evaluasi kegiatan eksplorasi PT. Sumber mineral nusantara
telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyesuaian IUP eksplorasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditetapkan dengan keputusan Bupati bima.
Mengingat : 1. Undang-undang republik indonesia Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah
tingkat II  dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat, dan nusa tenggara
timur;
2. Undan-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun
2004tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal (LN tahun 2004
Nomor 67, TLN 4724 );
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (LN tahun 2007 Nomor
65, TLN 4725);
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara (LN
tahun 2009 nomor 4, TLN 4959);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisa mengenai Dampak
lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor 59,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah proprinsi pemerintah daerah kabupaten/kota (LN
tahun 2007 Nomor 82, TLN4797);
9. Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah
nasional (LN tahun 2008  nomor 48, TLN 4833);
10.peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambagan;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksaan usaha pertambagan
mineral dan batubara;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi leges;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan,Kedudukan,Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bima (Lembaran Daerah Kabupateb Bima Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Nomor 26);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BIMA TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA.
KESATU : Memberikan izin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada :
Nama Perusahaan : PT. Sumber Mineral Nusantara
Nama Direktur : H. Gunardi Salam Faiman
Alamat : Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1No. 43 Tanjung Barat Jakarta
Kornoditas : Emas dan Mineral pengikut
Lokasi pembangunan : -
Kecamatan : Lambu, sape dan Langgudu
Kabupaten : Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Luas : 24. 980 Ha
Dengan peta dan Daftar Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Bima sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
Lokasi Eksplorasi
Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi :
Jangka waktu tahap kegiatan :
a. Eksplorasi 4 (Lembar) Tahun.
b. Studi kelayakan selama 1 (satu) tahun.
KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi
kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung mulai tanggal
ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Mei tahun 2015.
KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tampa persetujuan
Bupati Bima;
KEEMPAT : PT. Sumber Mineral Nusantara sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan
kegiatan mempunyai Hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
keputusan ini;
KELIMA : selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini sudah
harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Bima;
KEENAM : Tehitung sejak 90 (sembilan puluh) hari persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya
sebagaimana dimaksud dalam Diktum kelima pemegang IUP eksplorasi sudah harus mulai
aktifitas di lapangan;
KETUJUH : Pelaksanaan IUP Eksplorasi dilakukan setelah Koordinat yang masuk dalam kawasan
Hutan lindung dikeluarkan dari wilayah IUP Eksplorasi dengan melakukan pengukuran
kembali Koordinat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah IUP Esplorasi ini diterbitkan;
KEDELAPAN : Tampa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat
diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak
memebuhi kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum ketiga,
keempat, kelima dan ketujuh dalam keputusan ini;
KESEMBILAN : Keputusan Bupati Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetannya akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal 28 April 2010
BUPATI BIMA
H. FERRY ZULKARNAIN, ST
Tembusan :
1. Menteri Energi dan sumber Daya mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekertaris Jenderal Departemen Energi dan sumber Daya mineral
4. Inspetur Jenderal Energi dan sumber Daya mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Nusa Tenggara Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri, Sekjen Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas bumi
11. Direktur teknik dan lingkungan Mineral batubara dan panas Bumi
12. Direktur pembinaan program mineral batubara dan panas Bumi
13. Direktur Pembinaan pengusahaan Mineral batubara
14. Direktur Pajak bumi dan Bangunan Departemen Keuangan
15. Kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat
16. Kepala dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima
17. Direktur PT. Sumber Mineral Nusantara.
LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45 / 357 / 004 / 2010
TANGGAL : 28 APRIL 2010
PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA
LOKASI
- PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
- KABUPATEN : BIMA
- KECAMATAN : LAMBU, SAPE DAN LANGGUDU
- KOMODITAS : EMAS DAN MINERAL PENGIKUT
- LUAS WILAYAH : 24. 980 Ha
NO Titik Garis Bujur Timur Garis Lintang Selatan
1 118 58 31 08 27 00
2 119 02 30 08 27 00
3 119 02 30 08 31 30
4 119 00 57 08 31 30
5 119 00 57 08 35 31
6 119 01 58 08 35 31
7 119 01 58 08 39 07
8 119 06 14 08 39 07
9 119 06 14 08 40 30
10 119 05 31 08 40 30
11 119 05 31 08 43 59
12 119 06 10 08 43 59
13 119 06 10 08 44 59
14 119 05 00 08 44 59
15 119 05 00 08 44 40
16 119 05 30 08 44 40
17 119 03 30 08 44 00
18 119 01 00 08 44 00
19 119 01 00 08 37 32
20 118 54 56 08 37 32
21 118 54 56 08 36 31
22 118 58 20 08 36 31
23 118 58 20 08 34 15
24 118 54 18 08 34 15
25 118 54 18 08 32 29
26 118 57 30 08 32 29
BUPATI BIMA
H. FERRY ZULKARNAIN, ST
LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45 / 357 / 004 / 2010
TANGGAL : 28 April 2010
Hak dan Kewajiban
A. Hak
1. Memasuki WUIP sesuai dengan peta dan daftar Koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi kelayakan dan AMDAL) sesuai
dengan ketententuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi kelayakan
dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau
beberapa WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan  dari kegiatan Eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis
secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga
menimbulkanpenghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan lain mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang
ditemukan didalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi
mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan Umum,
Eksplorasi, Studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau
batubara yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi
produksi pada bagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.
B. Kewajiban
1. Memilih yurisdiksi pada pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
3. Melaporkan rencana Investasi;
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan Eksploitasi dalam bentuk deposito
sebesar US 100.000 pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas Nama Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bula November yang meliputi rencana tahun depan dan
realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri dan Gubernur;
6. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah akhir dari triwulan takeim secara berkala kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan
Gubernur;
7. Apabila Ketentuanbatas Waktu Penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5
(lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui,maka pada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan
peringatan tertulis;
8. Menyampaikan rencana pengembagan dan pemberdayaan masyrakat sekitar wilayah pertambagan sebagian
bagian dari RKAB kepada BUPATI;
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10.Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan perundang-undangan;
11.Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan perundang-undangan dan merupakan  bagian dari
dokumen studi kelayakan.
12.Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan;
13.Menyusun dokumen rencana pengembagan dan pemberdayaan masyrakat setempat;
14.Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
15.Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP ekplorasi,
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta perngelolaan lingkungan pertambangan
16.Permohonan peningkatan IUP eksplorasi untuk IUP operasi produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan dilegkapi persyarata sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
17.Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16 mengakibatakan IUP eksplorasi berakhir menurut hukum dan
segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) sejak bulan berakhirnya
keputusan ini pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-
benda /bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum
18.Menerapkan kaidah pertambangan yang baik
19.Mengelola keuaganan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia
20.Melaporkan pelakdsanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara bekala;
21.Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
22.Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja tempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perudang-undangan;
23.Mengikut sertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada didaerah  tersebut;
24.Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional serta menyampaikan
data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu –waktu apabila
diperlukan;
25.Dilarang melibatkan anak perusahan dan / atau fasilitasnya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP
yang disesuaikannya, kecuali dengan ijin menteri;
26.Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri
dan Gubernur;
27.Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan
berkala;
28.Memberikan gantirugi kepada pemegang hak atas dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP
eksplorasi;
29.Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP eksplorasi dan pengembalian WIUP;
30.Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP eksplorasi
31.Menyampaikan kegiatan terakhir kegiatan IUP eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan
umum, lampiran akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir study kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk
seluruh WIUP atara lain meliputi :
a. Peta yang menunjukan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah
mengadakan pemboran atau penggalian sumur –sumur
b. Salinan daftar dari lubang – lubang bor dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh
yang telah diambil dan ianalisa
c. Salinan dari setiap petak geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah
kegiatan eksplorasi
d. peta topografi denga skla 1 : 50.000
32.Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan –endapan biji dalam WIUP termasuk
cadangan –cadangan biji / batubara yang terukur, merunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi
kelayakan ekonomis dari pada pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta
pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah
disetujuai
b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termsuk dalam
pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar – gambar yang berhubungan dengan mengenai
lokoasi-lokasi tersebut
c. Suatu studi kelayakan tekhnis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan
pengapalan biji / batubara, konsentrat –konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk
penyelidikan tekhnis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang
kepelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok
d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang
atau kapal
e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan
dan pendaratan apabila dianggap perlu
f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap
yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial kebudayaan dan
kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang
akibat kegiatan-kegiatan perushaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi
g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan
jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga
kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang
aman dan efisien dari pengusahaan
h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat
kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen
yang memenuhi persyaratan
i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani
kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi
j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan
penjualannya serta kontark penjualannya
k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan
penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontarak yang sesuai terhadap
produk yang dapat dijual
l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang
cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang
diperlukan dikemudianhari
m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan  kreteria yang tepat untuk suatu usaha
pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari
perusahaan
n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluaan usaha pertambangan,
industri dan pemukiman tetap
o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi dan yang sesuai
2) Kelayakan dan  biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang
diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan
pengushaan
3) Kelayakan dan biaya untuk pembagungan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan pengusahaan
33. Rencana pengolahan dan pemurnian didalam negeri;
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
BUPATI BIMA





PENGHENTIAN SECARA TETAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
OLEH PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA DI KECAMATAN LAMBU, KECAMATAN SAPE DAN
KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA
BUPATI BIMA
Menimbang : a. bahwa sesuai ketententuan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala Daerah dan wakil
kepala daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
b. bahwa sesuai aspirasi sebagian warga masyarakat kecamatan lambu, kecamatan sape dan
kecamatan langgudu yang menolak kegiatan eksplorasi emas oleh PT. Sumber mineral
nusantara di kecamatan lambu, kecamatan sape dan kecamatan langgudu yang
menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat dan berdampak pada instabilitas  di
wilayah tersebut pada khususnya, serta wilayah kabupaten bima pada umumnya;
c. bahwa menyikapi aspirasi sebagaimana dimaksud huruf b, telah ditetapkan keputusan
bupati Bima nomor : 188.45/743/004/2011 tentang penghentian sementara izin kegiatan
eksplorasi emas oleh PT. Sumber mineral nusantara di kecamatan lambu, kecamatan
sape dan kecamatan langgudu kabupaten bima, namun belum dapat menyelesaikan
permasalahan secara tuntas, bahkan justru berdampak pada terganggunya
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
d. bahwa guna menghindari akses negatif yang berkepanjangan dan untuk mewujudkan
ketentraman dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh, serta sesuai rekomendasi
menteri energi dan sumber daya mineral RI sebagaimana tercantum dalam surat Nomor :
422/30/DJB/2012 tanggal 26 januari 2012 perihal rekomendasi terhadap kegiatan usaha
pertambangan PT. Sumber mineral nusantara di kecamatan lambu, kecamatan sape dan
kecamatan langgudu perlu dilakukan penghentian secara tetap;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penghentian secara tetap
kegiatan usaha pertambangan eksplorasi oleh PT. Sumber mineral nusantara di
kecamatan lambu, kecamatan sape dan kecamatan langgudu kabupaten Bima;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II
dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat, dan nusa tenggara timur;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008  tentang
perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pertambngan mineral dan batubara:
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi Vertikal di
Daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan
antara pemerintah, pemerintah daerah provensi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan
wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang
perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan
tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di
wilayah provinsi;
10. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan;
11. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara;
12. Peratuan pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2008 tentang usaha pemerintahan
Daerah Kabupaten bima;
Memperhatikan : 1. Surat menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor :
422/30/DJB/2012 tanggal 26 januari 2012 perihal rekomendasi;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Bima Nomor : 02 tahun 2012 M/1433/H tentang
Rekomendasi surat keputusan izin kegiatan eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral
Nusantara di Kecamatan Lambu, Kecamata Sape, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima,
tanggal 25 Januari 2012;
3. Keputusan Bupati Bima Nomor : 621 tahun 2008 M/1429 H tentang pemberian kuasa
pertambangan penyelidikan umum bahan galian Emas, tembaga, dan mineral pengikut
(DMP) pada PT. Sumber mineral Nusantara;
4. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/357/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian
izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Sumber Mineral Nusantara;
5. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/743/004/2011 tentang penghentian sementara izin
kegiatan eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu,
Kecamata Sape, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BIMA TENTANG PENGHENTIAN SECARA TETAP KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI OLEH PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA DI
KECAMATAN LAMBU, KECAMATA SAPE, KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA.
KESATU : Menghentikan secara tetap kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi oleh PT. Sumber
Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Kecamata Sape, Kecamatan Langgudu Kabupaten
Bima.
KEDUA : Dengan di tetapkan keputusan ini,maka keputusan bupati bima nomor : 621 tahun 2008 M/
1429 H tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian
emas,tembaga dan mineral pengikut (DMP) PADA PT sumber mineral nusantara keputusan
bupati bima ;188,45 / 357 / 004 / 2010 tentang persetujuan dan penyusuian izin usaha
pertambagan ekspiorasi kepada PT sumber mineral nusantara,dan keputusan bupati bima
nomor : 188,45/004/2011 tentantang penghentian sementara izin kegiatan eksplorasi emas
oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Kecamata Sape, Kecamatan
Langgudu Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Raba Bima
Pada tanggal 28 Januari 2012
BUPATI BIMA
H. FERRY ZULKARNAIN, ST
Keputusan ini disampaikan kepada : Direktur PT. Sumber Nusantara Nusantara di Jakarta
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Menteri koordinator bidang politik, Humas dan keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri energi dan sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala kepolisia Negara Republik Indonnesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
8. Irjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
9. Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
10. Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Ketua DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
13. Kepala kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram;
14. Komandan Korem 162 Wira Bhakti di Mataram;
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa tenggara Barat di Mataram;
16. Kepala Dinas kehutanan provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
17. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima;
18. Kepala Kepolisian Resort Kota Bima di Raba Bima;
19. Komandan Kodim 1608 Bima di Raba Bima;
20. Kepala Kejaksaan Negeri Bima di Raba Bima;
21. Kepala pengadilan negeri Bima di Raba Bima;
22. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bima di Raba Bima;
23. Camat Lambu di sumi;
24. Camat Sape di Naru;
25. Camat Langgudu di karumbu;
26. Kepala Desa sekecamatan Lambu, Kecamatan Sape, Kecamatan langgudu Masing-masing di Tempat.
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